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RINGRKASAN

Pthak penanggung (borg) sebagai salah satu instrumen dalam proses
pemberian  kredit  memuliki  peranan  vang  menentukan  dalara Hukum
penanggungan, ini dikarenakan faktor penanggung sendiri adalah :-;éttu—satunya
faktor diberi atau tidak diberthannva suatu fasilitas kredit oleh kreditur képada
debitur. \

Hokiarto adalah pihak penanggung pribadi dari pihak debitur yakni PT.
Hebel Indonesia untuk melunasi seluruh utang PT. Hebel Indonesia kepada IKB.
Deutsche Industrichank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.
Hokiarto secara jelas menjamin pembayaran lunas seluruh utang PT. Hebel
Indonesia dengnﬁ melepaskan hak-hak istimewa. Akan tetapi denpan jatuh
temponya waktu pengembalian kredit PT. Hebel Indonesia telah gagal untuk
memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kredit pada tanggal yang telah
diperjanjikan. Seclanjutnya IKB. Deutsche Industricbank AG. dan Baverische
Hypo-Und Vereinsbank AG. berpendapat bahwa pihak Hokiarto telah memenuhi
kriteria untuk dapat dinyatakan pailit, sebagai bentuk upaya pengembalian
fasilitas kredit tersebut. Akhimya kasus tersebut berujung pada permohonan
putusan pengadilan berupa ketetapan pailit.

Oleh karena itu saya mengkaji secara vuridis dalam skripsi yang
berjudul  “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN
UTANG DEBITUR YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK
ISTIMEWANYA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR
DENGAN DEBITUR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001)". 4

Permasalahan yang dipakai sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini
ialah; bagaimana kedudukan hukum penjamin utang debitur yang telah
melepaskan hak — hak istimewanya dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan
debitur? dan apakah permokonan pailit dapat dimohonkan oleh pihak kreditur
tlerhadap pihak penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya?,

Kemudian apakah putusan Mahkamah Agung RI. Nomer; 030 PK/N/2001 sudah

X1l
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sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Dengan tujuan meliputi tujuan
umumnya yakni; untuk memenuhi dan melengkapi salah satu svarat untuk tugas
akhir guna mencapai gelar sajana hukum, Untuk tercapainya kepentingan ilmu
pengetahuan di bidang Hukum Penjaminan, dan untuk kepentingan pembangunan
dalam keberhasilan pembiayaan melalui kredit di bidang hukum ekonomi.
Sedangkan tujuan khususnva adalah; untuk mengkaji dan menganalisa mengenai
kedudukan hukum penjamin utang debitur vang telah melepaskan hak-hak
istimewanya dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, dan untuk
mengkaji dan menganalisa mengenai permohonan pailit vang dimohonkan oleh
pihak kreditur terhadap pihak penjamin vang telah melepaskan hak-hak
Btimewanva,

Skripsi ini menggunakan metodologi pendekatan masalah yuridis normatit
vaitu suatu pendekatan dari sudut formal melalui studi lieratur atau berdasarkan
undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1988:11), I

Dalam skripsi ini Kesimpulan yang didapatkan bahwa kedudukan hukum
Hokiarto sebagai penjamin utang debitur vang telah melepaskan hak-hak
tstimewanya seharusnya dapat dikenakan kewajiban untuk menggantikan
kewapiban pihak PT. Hebel Indonesia. Kemudian, permohonan pailit yang
dimohonkan eleh pihak kreditur terhadap pihak penjamin vang telah melepaskan
hak-hak istimewanva tidak dapat dikenakan Selanjutnya, mengenai Putusan
Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001 sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku,

Saran yang diberikan penulis adalah perlu adanya peraturan perundang
undangan yang khusus mengatur tentang prosedur hukum dalam lembaga
penjamiman perseorangan (bortocht). Kemudian F'crlu= adanya perluasan mengenai
penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tenlang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-

undang. kKhususnya pasal 1 avat |.

xiil
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PENDAHULUAN e .

1.1. Latar Belakang _

Pembangunan yang dilakcanakan selama  ini. merupakan upaya
permbangunan yang berkesinamhungan dalam rangka mewujudkan masyirakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 194"
Guna mencapai hal tersebut, pelaksanaan pcmbangunanl harus sen:ntiasa
mémpcrhaiikan keserasian, keselarasan, dan keseimbungan berbagai unsur
pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia dan
Indonesia sejak pertengahan 1997, tﬁlah menimbulkan kesulitan yang sangat hesar
terhadap perckonomian nasional, terutama kemampuan dunia usana dalam
mengembangkan usahanya dan bahkan untuk m-;:mpertahankur; kelangsun zan
kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi nangaruh
yang leramat besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban
pembayaran mereka kepada para Kreditir. Keadaan ini pada gilirannya telah
memberikan akibat ya'ig berantai dan apabila tidak segera dilalsanakan, akan
menimbulkan dampak yang lebih luas lagi, yang dalam segi hukumnya dapat
disclesaikan secara adil, dalam arti© memperhatikan kepentingan perusahaan
sebagai Debitur atau kepentingan Kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah
utang tersebut, harus dilakukan secara cepat dan efektif, karena akap sanat
membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di tidarg perekonormian
(Situmorang dan Soekarso, 1994:2) ;

Menuju pembangunan ekonomi Indonesia di bidang hukum pada saat ini,
perlu adanya kajian mengenaj pembinaan hukum lembaga jaminan, karena dengan
perkembangan perekonomian dan perdagangan yang pesat, maka akan diikuti Juga
dengan perkembangan kebutuban akan kredit dan penjaminan yang aman. Hal ini
disebabkan karena dalam kerangka sistem ekonomi plobal dibutuhkan instrumen-

instrumen perekonomian dalam negari vang bersifat fleksibel, transparan, dan

by
w
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akomodatif agar dapat menarik investor untuk dapat menaramkan modalnya di
Indonesia. Pembangunan di segala bidang yang didukung oleh lembaga keuangan,
salah satunya adalah perbankan, harus mampu berperan aktif sehagai penpgerak
dana, sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sehagai penvalur yang
cermat dan dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan vang produktif dan
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, Lembaga perbarkan scndiri dalam
memberikan kredit, juga harus memperhatikan keamanan dana dan diberikan
dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang izbih dikenal dengan The Five
of Credit Analysis, yang meliputi; character (watak), capacity {kcmﬂmrpuan],
capital (modal), collateral (jaminan), dan comdition of economy (kondisi
ekonomi). (Situmorang dan Soekarso, 1994:16)

Jaminan sendiri merupakan syarat tambahan yang diperlukan dalam hal
pemberian fasilitas kredit, karena hal ini akan sangat berperua apabila terjadi
wanprestasi atas pinjaman tersebut, karéna secara hukum kealpaan dalam
kewajiban kredit yang telah jatuh tempo dapat berakibat dijatuhkannya eksekusi
jaminan oleh pengadilan, yang dalam hal ini dapat dilaknkan atas permohonan
dari pihak Kreditur yang bertujuan uptuk memberikan perlindungan hukum yang
jelas bagi pihak Kreditur dalam memberikan kredit. Dalam lingkungau hukum
jaminan, dikenal adanya jaminan perseorangan (Borptocht), yang berdasarkan
pada pasal 1820 Kitab Undang — undang Hukum Perdata yakni penanggungan
adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, puna kepentingan si
berutang, mengtkatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang
ini sendiri tidak memenuhinya.

Kedudukan hukum Penanggung (Borg) dalam posisinya dengan Debitur
Utema adalah dalam posisi yang ditimbulkan dari hubungan antara Kreditur
dengan Debitur dalam Peranjian Penanggungan. Dalam hal ini, peranan
Penanggung (Borg) baru muncul ketika Debitur tidak memenuhi kewajiban
perikatannya dengan baik sebagairmana mestinya. Penanggung (Borg) dalam
posisi yang sedemikian rupa itu, juga dimungkinkan untuk tidaic memenuhi
kewajibannya scbagaimana mestinya. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh

Kreditur terkadang tidak memuaskan, seperti halnya ketika permohonan pailit
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scbapai salah satu jalan keluar digunakan delam mengatast ermasalahan tersebut,
Akan tetapi dalam Undang-Undang Kepailitan, subyek vang dapat dijerat cengan
undang-undang ini hanyalah Debitur, sedanglan seorang penanagimg tidak dapat
dijadikan obyek y.:mg dapat dimahonkan pailit, karena posisi hukum penanggung
yang hanya tergolong sebagai pihak'sckunder yang muncul dari wanprestasinya
Debitur dalam perjanjian penangungan ;

Berdasarkan uraian di atas, maka saya mencoba untuk| mangkaji dan
menganalisis  secarn " yuridis di dalam  suatu harya ilmiah yang berjud.l
"ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN UTANG
DEBITUR YANG TELAIT MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA
DATAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN

DEBITUR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Iadonesia
Nomor: 030 PE/N/2001)

R Ruang Linglkuy

Uraian pada skripsi ini dibatasi sesuai judul yaity Analisis Yuridis
Kedudukan Hukum Penjamin Utang Debitur yang Telah Melepaskan Hak — Hak
Istimewanya dalam Perjanjian Kredit Antara Kreditur dengan Debitur (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Republix Indonesia Womor : 030 PE/N/2001 ",
Berdasarkan judul tersebut, ruang lingkup skripsi ini adalah melakukan suatu
kajian yuridis yang berkaitan dengan suatu putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia yaitu putusan peninjavan kembali tentang kasus vang berkaitan dengan
kedudukan hukum Penjumin Utang Debitur yang dimohonkan pailit oleh pihak
Kreditur, yang dalam hal ini pihak yang berperkara adalah Hokiarto dalam
posisinya scbagai penjumin utang PT. Hebel [ndonesia (selanjutnya disebut
Debitur) melawan IKEB Deutsce Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und

Vereinsbank AG. (selanjutnva disebut pihnE Kreditur),
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i.3. Rumusan Masalah
Menurut uraian diatas yang sesuai dengan judul skripsi 1mi, maka masalah
yang akan dibahas adalah sebaga berikut:
|, Bagaimana kedudukan hukum Peniamin Utang Debitur vang telah
melepaskan hak-hak istimewanva dalam perjanjian kredit antara

Kreditur dengan Debitur?

]

Apakah permohonan pailit dapat dimohonkan oleh pihak Kreditur
terhadap pihak Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya?
5. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 030
PK/N/2001 sudah sesuai dengan UU No. 4 tahun 1998 tentang

Kepailitan?

1.4, Tujuan Penulisan
Tujuan penyusunan skripsi ini ada 2 macam, vailu Tujuan Umum dan
Tupuan Khusus: :
L4.l. Tujuan Umum '
Tujuan  umum  vang  melatarbelakangi penulizan  sknipsi ini
meliputi:

I Untuk memenuhi dan melenckapi salah satu svarat untuk tugas
akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember:

2 Untuk tercapamya kepenungan iimu pengetahuan di bidang
Hukum Penjaminan;

3. Untuk kepentingan pembangunan dalam keberhasilan pembiayaan
melalur kredit di bidang hukum ckonomi,

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus vang melatarbelakangi penulisar skripsi 1ni
meliputi:

I. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan hukum
Penjamin - Utang  Debitur vang telah melepaskan  hak-hak
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istimewanya dalam perjanjian kredit antara Kreditur dengan
Debitur,

2 Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permohonan pailit
yang dimohonkan olch pthak Kreditur terhadap pihak penjamin

vang telah melepaskan hak-hak istimewanya;

e

Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai putusan Mahkamah

Agung Repubhik Indonesia Nomar: 030 PEAN2001.

L.5. Metodologi

Memperoleh suatu penulisan vang memenuhi syarat-syarat 1imiah yang
mengandung unsur-unsur kebenaran yang nvata dan harus dapai dibuktikan. maka
untuk menyusun skripsi ini dipergunakan suatu metode, agar arah pembahasan
dapat dimengerti secara jelas dan sistematis, Metode berarti suatu cara bagaimana
menemukan atau memperoleh sesuatu, atau menjalankan sesuatu kematan untuk
memperoleh hasil yang konkrit, dan juga metode tersebut merupakan cara utama
vang dipergunakan untuk mencapai tujuan ( Surachmad. 1995:121). Metode yang
dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalal metode Vuridis Normatif,
artinya suatu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur atau berdasarkan

undang-undang yang berlaku (Socmitro, 1988:11)

LL5.1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi beserta ruang lingkup yang akan dibahas, maka
dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan dari
sudut formal melalui studi literatur atau berdasarkan undang-undang vang berlaku
(Soemitro, 1988 11). Carunya dengan suatu pendekatan vuridis dan studi literatur
mengenai kedudukan hukum Penjamin Utang Debitur vang telah melepaskan hak-
hak istimewanya dalam perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur.
Disamping itu dilakukan dengan memperoleh bahan hukum dari sumber-sumber
yang ferkait, vaitu berupa dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor © 030 PK/N/2001 dan mencantumkannya sehagai fakta
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1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum vang dipergunakan dalam penyusuran skripsi ini adalah
data sekunder. Data sekunder mempunyal ruang lingkup yang sangat luas,
sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemenntah (Soekanto, 1997: 3). Data
sekunder meliputi:

I. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikst;

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan riengenai bahan

hukum primer;
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hahan hukum

sekunder (Soekanto, [986: 32),

[.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penyusunan  skripsi ini,
digunakan studi literatur, vaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
dengan jalan studi kepustakaan yang ciperoleh melalui literatur, majalah-majalah,
jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang erat
kaitannya dengan masaiah kedudukan hukum Penjamin Utang Debitur vang telah

melepaskan hak-hak istimewanya dalam perjanjian kredit antara Kreditur denpan
Debitur

1.5.4. Analisis Bahan Hukum -
Analisis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif
Kualitaif yaitu data-data yang telah te ‘kumpul, diedit, diklasifikasi (dikategori),

kemudian dideskripsikan sesuai dengan ilmu hukum, proses selanjutnya
dijabarkan ketingkat vang lebih ti nggi.
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pap i ® | HGWNY KMAL,
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FAKCTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

PT. Hebel Indonesia yang daiam hal ini selaku Debimur, mempunyai utang
kepada Kreditur yaitu IKB. Deutsche Industriehank AG. dan Bayerische Hypo-
Und Vereinsbank AG. sebesar DEM 23,055,809 32 (Deutsche Mark twenty three
million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfenning), yang
sebelumnya total nilai kredit yang hendak dikucurkan sebesar DEM 25, 135,
921.00 (Deutsche Mark twenty (ive million one hundred thirty five thousund nine
hundred and twenty one Pfenning), yang dengan perincian:

- IKB. Deutsche Industriebank AG. sebesar DEM 15,081, 552.60 (Deutsche
Mark fifti€en million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty
Pfenning), atau berkisar 60 %;

- DBayensche Vereinsbank AG. sebesar DEM 10, 054, 368, 40 (Deutsche
Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty
Pfenning), atau berkisar 40%;

Berdesarkan perjanjian fasilitas lredit tersebut digunakan oleh Debitur
untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche
Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred
seventy two), dan dalam hal ini PT. Hebel Indonesia telali menerima dari para
Kreditur (IKB. Deutsche Industrichank AG. dan Bayerische Hypo-Und
Vereinsbank AG.) sebesar DEM 25,135921.00 (Deutsthe Mark twenty five
million one hundred thirty five thousand and nine hundred twenty one Pfenning)
melalui surat pernyataan dari Hebel [nternasionsl Gmbh & Co. KG, vang
ditandatangani oleh Dr. Gert Leidner dan Friedht:lm Kuhn tertanggal 28 Mes
2001, yang sebelumnya telah dibuat Akta Pengakuan Utang No.91 yang dibuat
dan ditandatangani PT. Hebel Indonesia di depan Ronny Harunsyah Gunawan,
§.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1995, [KB. Deutscle Industriehank
AG. dan Bayensche Hypo-Und Veremsbank AG. (selaku Kreditur) dapat

membenkan fasilitas kredit kepada PT. Hebel Indonesia (selake Debitur) setelih
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Hokiarto  (selaku  pihak  penanggung  utang debitur) terlebih  dahulu
menandatangani pernyataan jaminan pribadi sesuai dengan Akta Notaris No,
170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan.
SH., Notaris di Jakarta, pada tanggal 18 Mei 1995, vang pada pokoknya jaminan
dari prhak penangpung pribadi ﬁniuk melunasi scluruh utang PT Hebel Indonesia
Kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-lind Vereinsbank
AG. apabila PT. Hebel Indonesia tidak dapat memenuhi kewajibannya, Hokiarto
(selaku pthak penanggung utang debitur) secara jelas dalam pernyataan jaminan
lcrsn,:but, untuk menjamin pembayaran lunas seluruh utang PT. Hebel Indonesia
kepada KB, Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank
AG. dengan melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki olehnya, yang akibatnva
Hokiarto tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik PT. Hebel Indonesia
terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Kedudukan hukum Hokiarto yang seperti itu, .maka pthak IKB. Deutsche
Industricbank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbark AG. berhak untuk
menagih secara langsung kepada Hokiarto (selaku pihak penanggung utang
debitur), karena dengan dilepaskannya hak-hak istimewa dari Hokiarto maka
kedudukan hukum Hokiarto (selaku pihak penanggung utang dcbim-r} menjadi
sama dengan kedudukan hukum PT, Hebel Indonesia (selaku pihak debitur).
Dengan jatub temponya waktu pengembalian kredit oleh PT. Hebel Indonesia
(selaku pihak debitur) kepada IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Baverische
Hypo-Und Vereinsbank AG. pada tanggal 31 Oktober 1997, maka PT. Tebel
Indonesia (selaku pihak debitur) scharusnya mengembalikan kredit beserta
bunganya tersebut tepat pada waktunya, akan tetapi ternvata PT. Hebel Indonesia
(selaku pihak debitur) telah gagal untuk mementhi kewajibannva untuk
membayar utang kredit pada tanggal vang telah dfp-cqianjikun_ meskipun pihak
IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.
(selaku pihak kreditur) telah berkali-kali mengirim teguran kepada PT. Hebel
Indonesia (selaku pihak debitur) atan Hokiarte (selaku pihak penanggung utang
debitur) yang i1sinva mendesak Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur)

untuk memenuhi kewajiban wang kredit dengan jumlah total utang per tanggal 2
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Nopember 2000 sebesar DEM 23,055 80932 (Detsche Mark twenty three million
fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Plenning).

Teguran-teguran  dari pihak 1KB. Deutsche Industriecbank AG. dan
Bayenische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku pihak kreditur) yang tidak
diindahkan, maka pihak IKB. Deutsche Industriebank AG. dan Bayenische Hypo-
Und Vereinsbank AG, melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi kepada
Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) sebanyak tiga kali, vaitu:

I Somasi Pertama melalui Surat No.O78/GN/IV/2001 tanggal 2 April

2001;
2. Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 April
2001;

3. Somasi Ketiga melalui Surat No. 107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001,
Somasi tersebut pada intinya meminta pihak Hokiarto (selaku pihak penanggung
utang debitur) untuk melaksanakan kewajibannya kepada pithak IKB. Deutsche
Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku pihak
kreditur) berdasarkan Perjanjian Penanggungan (No.170/1995 tertanggal 18 Mei
1995) berpijakan pada Perjanjian Kredit {No.169/1995 tertanggal 18 Mei 1995),
namun pihak Hokiarto (selaku pihak penanggung utang debitur) tetap tidak
mengindahkan somasi-somasi kuasa hukum pihak IKB, Deutsche Industrichank
Al dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, selanjutnya [KB. Deutsche
Industricbank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, fseﬁlaku pihak
kreditur) berpendapat bahwa ternyata terbukti secara sempurna pihak Hokiarto
{selaku pihak penanggung utang debitur) telah memenuhi kriteria untuk dapat
dinyatakan pailit, seperti halnya yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, yakni:

I Pihak Penanggung mempunyai utang kepada pihak kreditur.

2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih:
3. Pihak penanggung mempunyai lebih dard (1) kreditur vang berarti

utang pthak penanggung lebih dari satu,
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Penanggung lain yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas utang dari PT. Hebe!l Indonesia vakni:
|, PT. Masterina Keramika Pratama, yanp tertera dalam Lean 4 grecment

pada pasal [.1 paragraf'4 tangeal 18 Mei 1995;

£

Hermes Kreditversichnerungs AG., vang tertera dalam  Zoan
Agreemenr pada pasal 135 tanggal 18 Mei 1995
3. PT. Harjamukti Langueng, vang tertera dalam Lerrer of Uinidertaking
tangeal 18 Mei 1995,
4. PT. Sumber Pratama Rejeki Bumi, vang terzra dalam lerter of
Cindertaking tanggal |18 Mei 19495;
30 PE Kersomaju Mesti Merdamel, vang tertera dalam  Leirer rf
Uindertaking tangeal 18 Mei 1995,
dun selamputnya  bahwa  keseluruban tanguung jawab para penangeung  dan
penjamin tersebut tidak ada dalam perjanjian yang menyebutkan tanggung jawab
parz penjamin sebagai tanggung jawab tanggung rentene, namua selanjutnya
I"hak IKB. Deutsche Industricbank AG. dan Bayerische Hypo-Und Vercinsbunl:
ACi. (selaku pihak Kreditur) memohon putusan pengadilan berupa ketetapar pailit
kepada Hokiarto (selaku pihak penanggung utang Debitur) seligai pihak yang
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan pihak PT. Hebel [ndonesia (selaku
pihak Debitur),

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik [ndonesia
Nomor: 030 PK/N/ZU01T ialah menolak permohonan pailit vang dimohonkan oleh
Kreditur, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal vang digunalan
schagai dasar untuk mempailitkan termohon (pihak Hokiarto) tidak memenuhi
unsur-unsur sebagai pthak yang dapat dikenakan pailit. Putusan Mahkamah
Agung ini memperkuat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik [rdonesia
Nomor: 035 K/N/2001, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
[ndonesia Nomor: 035 K/N/2001 memperkuat Putusan Pengadilan Nizga

Nemor:037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST.
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2.2, Dasar Hukum

Skripst ini menggunakan dasar hukum dengan rincian selesai berikut:

I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a.

d.

Pasal 1238

Si berutang adalah [alai, apabila ia dergan surat periniah atau dengan
sebuah akta sejenis it telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai
dengan l[ewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka vang membuatnya.

Suntu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-ulasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu,

Suatu perjanjian perjanjian harus dilaksanakan dengan inikad kaik.

Pasal 1430 ;

Seorang penanggung utang boleh menjumpakan apa }rang: si berpiutang
wajib membayar kepada si berutang utama, tetapi si btrutlang utama tak
diperkenankan menjumpakan ape yang si berpiutang wajib membayar
kepada si penanggung utang.

Pasal 1548

Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk membeﬁkaﬁ kepada pihak yang lainnva
kenikmatan dari suatu barang, selarma suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu

disanggupi pembayarannya
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Pasal 1820
Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mane seorung pihak ketiga,
puna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk menzenuhi perikatan

si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Pasal 1829
Apabila si penanggung, vang telah diterima oleh si berpiutang secara

sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, maka

haruslah ditunjuk seorang penanggung baru.

Pasal 1831

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain
Jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih
dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Pasal 1832
Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih
dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:
|. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut
supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual:
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si
berutang utama secara tanpggung-menanggung, dalam hal mana
akibat-akibat perikatarmya diatur menurut asas-asas  yang

ditetapkan untuk utang-utang tanggun g-menanggung;

Lad

jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya
mengenai dirinya sendiri secara pribadi;

4. jika si berutang berada di dalam keadaan pailit; |

dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim,
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Pasal 1833

S1i berpiutang tidak diwajibkan menyita dan menjual lebih dahulu benda-
benda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung pada waktu
ia pertama kali dituntut di muka hakim.

Pasal 1836

Jika beberapa orang telah rengikatkan dirl sebagai penanggung untuk
seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka

masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu.

Pasal 1837

Namun itu masing-masing dari mereka, Jika ia tidak telal inelepaskan hak
istimewanya untuk memenuhi pemecahan utangnya, pada pertama kalinyu
i digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebik ‘
dahulu membagi piutanpgnyu, dan menguranginya hingga bagian masing-
masing penanggung utang yang terikat secara sah

lika pada waktu salah Seorang penangpung menuntut pemecahan
utangnya, seorang atau beberapa orang teman penanggung berada dalam
keadaan tak mampu, maka si penangguny terscbut diwajibkan membayar
untuk orang-orang yang tak mampu itu menurut imbangan bagiannya:
tetap ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang i
terjadi setelah pemecahan utangnya.

Pasal 1847 '

Si penangguny utang dapat menggunakan-ierhadap si berpiutang segala
tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai
utangnya yang ditanggung itu sendini .

Namun tak bolehlah ia memajukan tangkisan-tangkisan vang melulu

mengenai pribadi si berutang,
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h. Pasal 1848
Si penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnva si berpiutang, tidak
lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hal;

Istimewdnya dan si berpiutang itu.

| Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1
a. Huruf (k)
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak fain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
~ melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
b. Huruf (w)
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada

bark dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penelapan
Peraturan Pemerintah Penppanu Undang-undang Nomor | Tahun 1998 tenteng
Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang
a. Pasal |

(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatah waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusen pengadilan yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ,2, baik atas
permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau
lebih Krediturnya.

b. Pasal 6
(2) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat

fakta atau keadaan vang terbukti secara sederhana bahwa
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persyaratan untuk dinyvatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam

pasal | ayat (1) letah terpenuhi.

4. Undang-Undang Desar 1945 Aturan Peralihan Pasal |
“Sepala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama

belum diadakan yang baru menurut undang-undang daser ini”.

2.3, Landasan Tcori
1.3.1. Pengertian Hukum Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indenesia merupakan salah satu
dan bentuk perjanjian pinjam-meminjam vang diatur dalam Buku (I Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diowr dalam pasal 1754 sampai
dengan pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun vang disebut
perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Flukum
Perdata menetapkan:

Pinjam-meminjam  ialah  penanjian  dengan  mana pihak yang salu

memberikan kepada pihak vang lain suatu jumlah tertentu barang -- barang

yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahva pihal yarg

belakangan mi akan mengembalikan sejumlah yany sumna dari macam dan

keadaan yang sama pula |

Suatu perjanjian kredit harus memperhatikan ndanya asas yang utami
yakni asas kebebasan berkontrak, artinya pihak-pihak yang akan mengikatkan dirf
dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentu:n
vang ada pada ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, .i-‘t:rjanjian tersehut
termasuk dalam perjanjian baku yang berfungsi untuk menghindari adanya suatu
pengingkaran atas asas kebebasan berkontiak sepanjang tetap d{tega:kkannya asds-
asas umum perjanjian. Menurut Wardoyo (Wardoyo dalam  Muhammad
Djumhana, 2000:388), perjanjian kredit mempunyai fungsi, yaitu;

1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjaniian pokok, am'ln}ra penanjian

kredit merupakan scsuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya
perjanjian lain yang menpikutinya, misalnya peianjiae pengikatan

jaminan;
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b. perjanpian kredit berfurgsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak
dan kewajiban diantara Kreditur dan Debitur:

c. perjanjian kredit berfunpsi sebagai alat untuk monitoring kredit.

1.3.2. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi vaitu credere yang artinya “percaya”
(Belanda : Vert Rouwen, Inggris © Believe, Trust or Confidence). Dalam bukunyva
Badrulzaman ( Badrulzaman, 1991:23) dijelaskan mengenai beberupa pengertian
kredit antara lain:

a, Savelberg menyatakan kredit mempunya® arti antara lain:

|. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana sgseqrang
berhak menuntut sesuatu dart orang lain;

2, sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada
orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang
diserahkannya itu,

b. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikur

* Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan

secarn bebas oleh penerima kredit. Peneiima kredit berhak

mempergunakan pinjaman itu untuk keuntunganaya dergan kewajibun

mengembalikan jumiah pinjaman itu dibelakang hari”.

¢. M. Jakile merumuskan hukum kredit sebagai :
“kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk
mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari
Jjanjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu’
( Badrulzaman, 1991:23),

Dalam bukunya Thomas Suyatno (Suyatno, 1991:13) dijelaskan pengertian
kredit menurut Raymond P, Kent, yaitu: “kredit adalah bak untuk menerima
pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembuyaran pada waktu diminta

atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang barang sekarang”,
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Pengertian kredit menurut Undang — undang Perbankan Nomor 10 ‘Tahun
1998 adalah: |
“Penyediaan uang atau tagihan yanp dapat dipersamakan dengan i,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam — mem injam antara bank
dengan pihak lain vang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga™.

2.3.3. Pengervian Hukum Penanggungan

Penggunaan istilah “penanggungan * atau “perjanjian penanggungan’”
sebagal terjemahan dari istilah *Borglocht”. Penggunaan istilah “Penanggungan”
atau “Perjanjian Penanggungan” tidak memberikan kesan adanya benda tertentu
sebagar jaminan dan 1ni memang penting. agar lampak perbedaannya dengan
Jaminan kebendaan. Pada penanggungan, Bore menjamin kewajib;m prestasi
Debitur dengan seluruh harta Borg, sedangkan pada jaminan kebendaan selalu ada
benda tertentu vang secara khusus ditunjuk. |

Kata “Penznggungan” mempunyai hubungan dengan soal “menanggung”,
dan hal itu juga menonjelkan ciri penting yang lain, yaitu bahwa di sana ada
sesuatu yang “dianggung” akan terjadi dan i selanjutnya menampilkan cin
wccessolr dart perjanjlan  penanggungan vang memang merupakan cin khas
perjanjian seperti 1tu (Satno, 1996:5-6). Istilah penanggungan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1820 yang menyatakan:
“suatu perjanjian denpan mana seorang pihak ketiza, guna kepentingan si
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala

orang ini sendini tidak memenuhinya”
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2.3.4. Pengertian Penjamin Utang Debitur yang tefah melepaskan Hak — hak

[stimewanya,

Hak - hak istimewa vang telah difepaskan oleh penjamin utang Debitur
meliputi.

a. Hak Umum Borg,

Sekalipun nada pasa! 1847 Kiab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur
khusus mengenai hapusnya penanguungan, tetapi ternyata di dalam pasal tersebut
diatur tentang hak vang dapat dikemukakan oleh Borg pada umumnya. Di dalam
pasal tersebut disebutkan bahwa: “si penanggung utang dapat menggunakan
terhadap s berpiutang segala tangkisan vang dapat dipakai oleh si berhutang-

utama dan mengenal hutangnya yvany ditanggung 1tu sendin™

Untuk jelasnya, maksud ketentuan tersebut adalah bahwa Borg dapat
rmemakai semua tangkisan yang mengenaj utang itu sendiri, yang bisa dimajukan

oleh Debitur-utama

b. Hak Utama “Ambil Pelunasan dari Debitur Lebih Dahulu™,

Prinsip itu dituangkan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 1831
Ritab  Undang-Undang  Hukum Perdata, vaitu: *si pé:nnnggung tidaklah
diwajibkan membayar kepada si berpiutang. selain jika si berutang lalai,
sedangkan benda-benda 1 berutang ini harus febih dahulu disita dan dijual untuk
melunast” utangnva”, dengan memberikan hak utama kepada Borg, untuk dalam
hal ia digugat di depan pengadilan untuk memenuhi kewajiban Debitur utama
vang telah wanprestas), menangkisnya dengan mengemukakan uksepsi', agar harta
kekayaan Debitur-utama  dieksekust  lebth  dahcelu  untuk  diambil  sebagai

pelunasan

¢. Hak Utama Menuntut Pemecahan Utang, \
Dalam pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdate, vang bensi
“jika beberapa orang telah mengikatkan dini sebagai penanggung untuk seorang

berutang vanp sama. lagr pula untuk wang vang sama, maka masing-masing
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adalah tertkat untuk seluruh utang itu”, diatur pzristiwa di mana ada lebih dari
seseorang Horg vang sama-sama memberikan jaminan penanggungan untuk
kepentingan dan utang seorang Debitur yang sama, serta untuk keuntungan
Kreditur yang sama pula, Adanva beberapa Bore tersebut, hisa terjadi karena
mereka dalam satu perjanjian vang sama, sama-sama memberikan penanggungan
atau masing-masing memberikan jaminan seperti itu, sehingga ada kemungkinan
vang satu tidak mengetahu adanya jaminan oleh vang lain.

Terhadap hak Kreditur vang demikian, undang-undang memberikan
kepada Borg hak utama untuk menangkisnya dengan minta agar Kreditur
memecah atau membagt wang Debitur-utama di  antara para Bore,  dan
mengurangl sampai sebesar bagiannya. Karena namanya “hak”, maka apakah hak
seperti ity akan digunakan oleh Borg atau tidak, terserah kepada Horg sendiri,
Pada asasnya Kreditur bisa meragih seluruh utang Debitur-utama dari Borg,
sekalipun Borg dapat menangkisnva dengan “hak utama pemecahan utang”. Jad
hak Kreditur seperti tersebut diakui ada, tetapi jalan atau tidaknya hak itu,

bergantung dan apakah Aorg menangkisnyz atau tidak (Satrio, 1996 109).

2.3.5. Pengertian Wanprestasi
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie™, artinya
udak memenuhi  kewapban yang telah ditetapkan daiam perikatan. Tidak
terpenuht kewajiban itu ada dua kemungkinan, yaitu:
a. karena Kesalahan Debitur, baik karena kesengajaan maupun karena
kelalaian;
b, karena keadaan mernaksa, jadi diluar kemampuan Debitur, Debitur
tidak bersalah. (Muhammad, 1990:20). .
Dalam pelaksanaan perjanjian bisa terjadi kemungkinan wanprestasi vang
dilakukan para pihak. Wanprestasi atau kelalaian itu dapat berupa 4 hal, yaitu:
¢. tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinva tidak memenuhi
kewajiban vang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu

perjanjian;
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d. pihak-phak yang mengadakan perjanpian memenuhi prestasi, tetap
hidak sesuail dengan 1s1 perjanjian:

¢. pthak-pihak memenuhi prestasi. tetapt udak tepat pada waktunva.
artinya waktu vang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi;

f. pelanggaran janji-janji salah satu prhak atau kedua belah pihak, artinya
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
(Muhammad. 1590:21),

Sejak kapan Debitur dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi
prestasinya, 1 perlu dipersoalkan, karena wanprestasi mempunyai akibat hukum
vang penting bael Debitur.

Akibat hukum bagr Debitur yang telahh memenuht wanprestasi menurut
Mubammad (Muhammad, 1990:24-25). adalah sebaga: benkut: _

a. Debitur dihuruskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh

Kreditur,

b. dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dar salah satu

pithak memberikan hak kepada prhak lamnya untuk membatalkan atau

memutuskan perjanjian lewat hakim:

=

risiko beralith kepada Debitur sejak suat terjadi wanprestast,

d. membayar biaya perkara di muka hakim:

¢ omemenuhe pka masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian

disertal dengan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan akibat-akibat hukum tersebut, Kreditur dapat memilih di
antara beberapa kemungkiman tuntwtan terhadap Debitur, yartu dapat menuntut
pemenuhan perikatan disertal dengan ganti kerugian, menuntul ganti rug saja,
menuntut pembatalan penanpan  Jewat  hakim, atau menuntut  pembatalan
perjanjian disertar dengan ganti kerugian (Muhammad, 1990:24-25). Penggantian
kerugian dapat meliputi ongkos kerugian, bunga dan dalam peristiwa-peristiwa
tertentu tidak menutup kemungkinan tuntutan pembatalan perjanpan. Ganti rug
selavaknya adalah sebesar kerugian vang didenta oleh Kreditur, namun ada

perkecunliannya, vantu tka ada kesepakatan antare para pthak mengenar besarnya
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ganti rugt yang harus dibayar, tmaka jumiah vang diberikan sesuai dzngan vang

telah diperjanjikan

2.3,6. Pengertian Kepailitan

Istilah “pailit™ berasal dari kata Belanda Jaddliet, yang mempunyai arti
rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebapai kata nama sifat Kata Jailtiet sendin
berasal dari hawma Perancis fuillire, vang berarti pemogokan atau kemacetan
pembayaran, sedangkan orang vang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa
Perancis disebut /e fuiffi. Kata kerja fiilficr berar “gagal”, juga dalam bahasa
Inperns kita kenal kata ro fanl dengan arti vang sama. (Hartono, 1981 233,

Subekti dan Soedibio ( Situmorang dan Soekarso, 1994:19) mengeunakan
kata pailit untuk keadaan seorang Debitur yang telah menghentikan [Ih;-:mbayamn
utang-utang, fetapt Subcku  jupa memberikan pengertian kepai.'[itan yang
merupakan pendapatnya sendiri. Kepailitan menurut Subekti adalah suatu usaha
bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.

Kepailitan menurut memorie van toelichting ( penjelasan umum) adalah
suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh kekayaan si berutang puna
kepentingannya bersama para vang mengutangkan (Survatin, 1983:264), Kartono
dalam bukunya Kepailitan dun Penpunduran Pembayaran (dalam Situmorang dan
Soekarso, 1994:20) menjelaskan bahwa, “Kepailitan adalah suatu sitaan dan
cksckusi atas seluruh harta kekayaan si Debitur untuk kepentingan seluruh

Kreditumya bersama-sama yang pada waktu si Debitur dinyatakan pailit

mempunyai utang dan untuk jumlah piutang vang masing-masing Kreditur miliki

pada saat ity

—

Arti vang asli dari pailit adalah seorang pedagang vang bersembunyi atau
melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk n{angelabui pthak Kreditumya
(Campbell dalam Fuadv, 2002:7). Abdurrachman juga memberikan pendapatnya
bahwa pailit atau bankrut antara lain vaitu seseorang yvang telah dinyatakan
bankrut oleh penpadilan dan vane akuve atau warisannya  digunakan atau

diperunitukkan untuk membayar utang-utangnya ( Feady, 2002:8)
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Jadi berdasarkan defimsi-defimisi para sarjana di atas darial ditanik suatu
pengertian yang secara umum mengandung unsur-unsur dari pailit atau kepailitan
yartu:

a4 adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan Debitur:

b. sita itu semata-mata mengenai harta kckayaan,

c. sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para Krediturnya

(Siumorang dan Soekarso, 1994:20)

Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak memberikan pengertian vang
jelas tentang defimsi kepailitan. tetapi hanya memberikan penjelasan tentang
Debitur yang dinyatakan pailit. Pasal | avat | dari Undang-Undang Nomor 4
tahun 1998 tentang Kepailitan menvatakan sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dean tidak membayar

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

pailit dengan putusan pengadilan, vang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam pasal pasal 2 baik atas permohonannva sendiri. maupun atas

permintaan seorang atau lebih Krediturnya

Ketentuan dalam pasal | ayat | Undang-Undang Kepailitan menjelaskan
bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Hal ini berarti
bahwa sebelum adanya suatu putusan pailit dani suar putusan pengadilan yang
berwenang, maka seorang Debitur udak dapat dinyatakan berada dalam keadaan
parlit atau bankrut. Adanya putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah
ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas
seluruh harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit vang berlaku bagi seluruh
Kreditur konkruen dalam kepailitan untuk memperoleh pembayaran piutang
mereka (Widjaja dan Yani, 2002:12).

1.3.7. Pengertian Somasi

Pengertian somasi secara jelas telah disyaratkan dalam pasal 1238 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, vakni, “Si berutang adalah ialai, apabila ia
dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,

atau dem penkatannya sendint, 1alah jika ing menetapkan, bahwa si berutang harus
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2001:323)
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3.1.  Kedudukan Hukum Penjamin Utang Debitur vang Telah Melepaskan

Hak-hak Istimewanya dalam Perjanjian Kredit antara Kreditur

dengan Debitur.

Dalam perjanjian penanggungan, maka ada dua perjanjian vang berbeda
tetapi berkaitan erat satu sama lain, vaitu perjanjian pokok vang dijamin dan
perjanjian penanggungan. Pada perjanjian pokok vang terlibat adalah Kreditur
dengan Debitur. Debitur. sebagai pihak vang berkewajiban untuk ' memenubh;
perikatan, yang berbentuk utang vang dapat ditagih oleh Kreditur. Dt_’.l-bitur, pada
asasnya bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya, dengan HE|iJm|'l harta-
bendanya, dalam arti, bahwa kekayaan Debitur bisa dijual paksa.-"diekm:akusi untuk
chambil sebagai pelunasan, Pada perjanjian penanggungan, vang terlibat adalah
Kreditur dan Borg (penanggung), vang dalam hal ini Borg bertanggung jawab atas
ketidak mampuan membayar Debitur dengan seluruh haria kekayaannya, untuk
memenuhi kewajiban penanggungannya kepada Kreditur, Jadi dalam hal ini Borg
(Penanggung) juga berkedudukan sebapai Dehitur, Apabila ditinjau dari sepi
perikatannya yang hendak ditanggung pemenuhannya, yakni perikatan antara
Kreditur dengan Debitur utama, forg merupakan orang yang ada di fuar perikatan
tersebut dan karenanya disebut sehagai pihak ketiga. Perjanjian Penanggungan
merupakan perjanjian tersendiri (dalam arti diluar perjanjinn vang telah dibuat
diluar Kreditur dengan Debitur Utama), yang dibuat untuk perjanjian utama (demi
perjanjian pokok yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur Utama). Borg dalam
perjanjian penanggungan mempunyai perikatan tersendiri, itu diluar kewajiban
perikatan Debitur Utama, yang disepakati bahwa 1si dan luasnva perikatan
ditentukan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Apabila Debitur tidak
memenuhi kewajibannya dengan demikian Borg berkewajiban urtuk memenuhi
prestasi yang seharusnya dipenubi oleh Debitur, kalau perlu termasuk untuk dan

dengan cara memberikan ganti rugi. (Satrio, 1996:44).
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Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pokok antara Kreditur
dengan Debitur, memberikan kedudukan Horg sebagal pihak ketiga. Namun
demukian, Horg denpan sukarela telah mengikatkan dini sebagai Debitur kepada
Kreditur untuk prestasi vang sama dengan Debitur. Berdasarkan akan hal itu dan
ketentuan pada pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata vang berisi;
“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pt'hlaik ketiga, puna
kepentingan si berutang, mengikatkan diti untuk memenuhi perikatan si berutang
manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”, serta apa yang diuraikan diatas.
maka dapat dikatakan bahwa sesudah Debitur utama wanprestasi, Kreditur
mempunyal 2 (dua) orang vang dapat dimintai pelunasan, vakni Debitur dan
Penanggung yang sama-sama bisa ditagih untuk seluruh utang, dan pembayaran
oleh yang satu membebaskan vang lain,

Memang Borg mempunyar hak untuk minta agar Debitur ditagih dan
kekayaannya dieksekusi terfebih dahulu, Prinsip itu diketemukan dalam pasal
1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata vang berisi; “si penanggu!ng tidaklah
diwajibkan membayar kepada s1 berpiutang, selain Jka s1 berutang lalai.
sedangkan benda-benda si berutang in1 harus lebih dahulu disita dan dijual untuk
melunasi wtangnya”, dengan memberikan hak utama kepada Horg, untuk dalam
hal ia dipugat di depan pengadilan untuk memenuhi kewaypban Debitur Utama
vang telah wanprestasi, dalam hal ini Aorg dapat menangkisnya dengan
mengemukakan ekseps), agar harta kekavaan Debitur Utama dieksekusi lebih
dahulu untuk diambil sebagai pelunasan, Tetapi yang kemudian itu, pada asasnya
merupakan “hak™ bukan “keharusan” Borg, yang penggunaannya bergantung dari
kemauan Horg, dengan demikian hak menagih pada asasnya ada pada Kreditur,
tetapt kepada Borg diberikan hak untuk menangkisnya, dalam arti untuk minta
agar harta Debitur dicksekusi terlebih dahulu .

Menurut Pitlo (dalam Satrio, 1996:44-47), kewajiban pembavaran uang
terscbut merupakan perikatan sekunder, yang muncul dari wanprestasinya
Demitur. Atas dasar itu, penafsirannyva dapat berupa perjanjian penanggungan

sebugm  tindakan  menjamin, bahwa Debitur akan memenuhi  kewajiban
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perikatannya karena kalau tdak. penanggung harus bersedia untuk memberikan
ganti rug vang menjadt kewajiban Debitur.

Jadi mengenar kedudukan hukum Hokiarto, sebapai pemamin utang dan
telah melepaskan hak-hak istimewanya, seharusnya dapat dikenakan kewajiban
untuk membayar utang pihak PT. Hebel (ndonesia kepada IKB. Deutsche
Industriebank A(i. dan Baverische Hypo-Und Vereinshank AG. penjaminan
tersebut tertuang dalam pernyataan Perjanjian Penanggungan (No, 17071995
tertanggal 18 Mei 1995) berpijakan pada Perjanjian Kredit (No.169/1995
tertanggal 18 Mei 1995), untuk menjamin pembayaran lunas seluruh utang P'T
Hebel Indonesia kepada IKB. Deutsche [ndustriebank AG, dan Baverische Hypo-
Und Vereinsbank AG.

3.2.  Permohonan Pailit yang Dimohonkan oleh Pihak Kreditur Terhadap

Pihak Penjamin yang Telah Melepaskan hak-hak Istimewanya.

Menurut pasal [ ayat(1),(2), (3), dan (4) Undang-undang No.4 Tahun
1998 tentang Kepailitan, permohonan pernyvataan pailit dapat diajukan oleh:
a. Debitur sendiri;
b. Atas permintaan seorang atau lebth Krediturnya
¢. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
d. Dalam hal menyvangkut Debitur vang berupa bank. maka permohonan
pernvataan peilit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
¢. Apabila Debitur berupa perusahaan efek, maka permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diujukan cleh Badan Pengawas Pasar
Modal
Debitur agar dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persvaratan yang
tercantum dalam pasal | ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yakni:
a, Ada dua Kreditur atau lebih; .
b. Debitur tidak membayar minimal satu utang vang telah jatuh tempo

dan dapat ditagih
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Dalam hal permohonan pernyataan pailit yang dizjukan oleh kreditur.
sebelum digjukan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu Kreditur harus
membenkin teguran berupa somasi kepada pihak Debitur, sepertt yang telah
alamanatkan dalam pasal 1238 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata, vang
berbunyi: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis ity telah dinvatakan lalas, stan dem perikatannya sendiri, 1alah
11ka 1ni menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan™ Menjadi kebebasan tersendiri bag  hakim untuk
memakai/tidak memakar pasal ini, hakim dapat menggunakan pasal ini. karena
belum ada peraturan perundang-undangan baru vang khusus mengatur tentang
somasi int, yang sckaligus menggantikan dari pasal 1238 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Hakim juga dapat tidak menggunakan ketentuan dari Ipasa[ 1238
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memang telah dicabut oleh Surat
Edaran mahkamah Agung No.3 tahun 1963, (Setiawan. 1992:466)

Fakta yang terjadi, IKB. Deutsche Industnebank AG, dan Bayensche
Hypo-Und Vereinsbank AG. (selaku Pihak Kreditur) berpendapat bahwa pihak
Hokiarto (selaku Pihak Penanggung Utang Debitur) terbukti secara sempuria
lelah memenlhi kriteria untuk dapat dinyatakan pailit. seperti halnva vang telah
dusyaratkan dalam Pasal [ ayat (1) Undang-undang No 4 tahun 1998 tentang
Kepailitan, vakni:

[ Prhak Penanggung mempunyai utang kepada pihak Kreditur;

2 Utang tersebut telah jatub tempo dan dapat ditagih,

3. Pihak penanggung mempunyai lebih dari (1) Kreditur vang berarti

utang pthak penanggung lebih dari satu. |
Hokiarto (selaku Pihak Penangpung Utang Debitur) juga secara jelas dalam
pernyataan jaminan pada Perjanjian Penanggungan (No. | 70/1995 tertanggal 18
Mei 1995) berpijak pada Perjanjian Kredit (No. 169/1995 tertanggal 18 Mei 1995),
untuk menjamin pembayaran lunas selurubh wang PT, Hebel Indonesia kepada
KB, Deutsche Industriebank AG. dan liaycriéch:‘: Hypo-Und Vereinsbank AG.

dengan melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki olehnya, vang akibatnya
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Hokiarto tidak dapat menuntut supava benda-benda milik PL. Hebel Indonesia
teriebih dahulu disita dan dijual uvmuk melunasi utangnva

Akan teiapy dasar prakan tersebut dapan dikalahkan t.!u:.ngtm permoahonan
pailit tidak memenuht pasal | oavat (1) Undang-undang Repathitan, sebab
sekalipun hiak istimewa Penanggung telah dikesampingkan, namun tidak otomatis
Penanggung menggantikan kedudukan Debitur Utama (T, Hebel Indonesia) dan
tidak menimbulkan hak bagl Pemohon (nihak Deutsche Industriebank AG. dan
Bavensche Hypo-Und Vereinshank AG.) untuk terlebih dahulu mempailitkan
Termohon (Hokiarto) tanpa tindakan hukum apapun terhadap Debitur Utama,
sebab yang dikesampingkan hanyalah pasal 1832 Kitab undang-undang Hukum
Perdata yang hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur (Para
Pemohon) untuk menyita barang (bukan tentang kn:pm[it;m] dan Penanggung
kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-dbarang Debitur lebih dahulu
disita, Pasal [832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyinggung
tentang  kepatlitan,  selingga  Pemohon  (para  Kreditur)  tidak  pernah
mengkesampingkan agar Debitur Utama (FT. Hebel Indonesia) agar dipailitkan
teriebth dahulu. Masih berdasarkan dan uadang-undang tersebut izlah mengenai
1st dalam pasal | ayat (2) Undang-undang Kepailitan vang hanya memuat kata
“parhit” terhadap “Debitur”, bukan terhadap “penanggung”. Harahap (2001:146)
dalam makalahnya “Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor” menjelaskan
mengena maksud dan Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pasal
|, vaknt:

Debitur yang mempunyai dua atan lebih Kreditur dan tidak membayar

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan

seorang atau lebih Krediturnya,
jadi yang dapat dinyatakan pailit hanya orang vang berkedudukan sebapai
Debitur. Borg atau Guarantor menurut pasal [829 Kiab Undang-undang Hukum
Perdata bukan Debitur, tetapt hanya seorang vang mengikat dirt untuk memenuhi
perikatan apabifa Debitur sendin tidak memenubinya. Dalam kedudukan perikatan

yang demikian, baik secara teknis dan substanuf, perjanjian itu tidak merubah
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kedudukan Penanggung menjadi Debitur, kedudukannya secara, yundis telah
dilembagakan secara murni  dalam  bentuk  Horgrochs  Selanjutnya kalau
diperhatikan pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, eda disingeung
masalah patlit dikantkan dengan hak voorrecht v witwimng (hik Penangaung
untuk dapat menuntut supaya benda-tenda si berutang iebih dahuly disita dan
dijual untuk melunasr wangoya) vang dimilike Craeantor, dijelaskan, Debitur
dapat dimyatakan berada dalam keadnan pathit, dalam hal vang seperti ini gugur
vagerecht van wiiwirining, Pasal 1829 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga
menyinggung pailit hanya dapal dijatuhkan kepada Debitur saja, Karena secara
yuridis Guarantor tdak dapat dinyatakan pailit, vang dapat hanva penggantian
apabila seorang Guarantor tidak mampu

Penalsiran vang dipakar oleh Mahkamah Agung 1alah Analegi hukum,
vakni memberikan tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberikan
ibarat pada kata-kata tersebut sesuat dengan asas hukumnva. sehingea sesuafy
penistiwa vang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuar dengan
bunyi peraturan tersebut (Kansil, 1989:68)

Analogr tersebut juga diperkuat olch Mahkamah Agung dalam putusannya
N O9/PK2Z000  (Perkara  antars PT Walaka  General  Insurance melawan
Frodenck Rahmat LS tanpgal 20 Janoan 2001 ) menvebutkan sebagai berikut:

Bahwi meskipun ada pelepasan hak sstmews dar penanggung/penjamin

(CGruarantor) sebagarmana dimaksudkan dolam pasal 1832 Kitab Undang-

undang  Hukum  Perdata,  tetam ndak  berartt kedudukan

penanggung/penjamin dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan
pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanva bersifat memberi

Kewenangan kepada Kreditur untuk menyita barang penanggung/penjamin

{ Guarantor),

Harahap (2001.144} berpendapat bahwa penanggung -tidak dapat
dipatlitkan dengan berdasarkan pada pendapat hahwa tidak ada dasar hukum
untuk  menuntut dan  memperhatikan scorang Guarantor/penanggung  dalam
keadaan pailit, pendapat itu didasarkan pada pasal 1829 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, vang berbunyi, apabila si penjamin vang telah diterima oleh si
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berpiutang secara sukarela atau atas dasar putusan hakim, kemudian menjadi tidak
mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung bary .

Dari bunyi pasal tersebut. apabila secara konkrero dan objektif, seorang
Crugrantor  berada dalam  keadaan udak mampu, dan  Guaranior  tersebut
sebelumnya sudah diterima Kreditur. maka upaya dan tindakan vang dapat
dilakukan oleh Kreditur -

- Mengajukan tuntutan agar ditunjuk Cuaranior baru:

- Dan sekiranya Debitur tidak berhasil menunjuk Cuarantor baru, secara
analogis diterapkan pasal 1830 Kiab Undang-undang Hukum Perdata,
vakni Debitur menggantikannya dengan jaminan pand (gadai) atau hipotik.
(Harahap. 2001:145).

Pendapat ini sesual dengan asas vang diatur dalam pasal 1820 jo pasal
(831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada prinsipnva sifat Boretochs,
dalam hal 10l Craramor menanggung  pembayaran yang akan dilaksanakan
Debitur, oleh karena tu vang memikul pembavaran utang vang sebenamya tetap
berada pada diri Debitur Kualitas (fuarantor ikut bertanggung jawab atas jaminan
pembavaran utang Debitur, sepamjang Cuarantor berada dalam keidaan mampil,
apabila pada suaty ketika dia tidak mampu menjamin pcmbﬁyaran, hilang
tanggung jawabnya sebagat penjamm, I schabnva pasal 1829 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata vang bensi.” apabila s1 penanggung, -;-zlngih':mh diterima
oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak
mampu, maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru”, menegaskan harus
menunjuk pengeanti Groranfor yang tidak mampu . Berdasarkan penjelasan yang
dikemukakan ciri sukarela dan subsidair yang terkandung pada perjanjian
Borgtocht, tidak sampai meliputi janghkauan untuk menempatkan Guarantor
dalam keadaan pailit, scbab pada saat terdapat fakta obyektil’ Guaranror, dia harus
segera diganti dengan Crrantor baru Jadi pada masa perjalanan Perjanjian
Borgtocht, terdapat adanva itk terminal tempat berhenti kedudukan penjamin.
Oleh karena 1ty selain penghapusan atau berakhirmya Borgtocht vang diatur
dalam pasal [845-1850 Kital Undang-undang Hukum Perdata, pada pasal 1829

Kitab  Undang-undang Hukum Perdata vang berist tentang; “apabila s
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penanggung. vang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas
putusan hakim, kemudin menjadi tak mampu, maka haruslah ditunjuk scorang
penanggung baru™, mengatur tata cara pengakhiran Borg secara khusus dan atas
alasan khusus yang melekat pada diri dan keadaan kemampuan Cuarantor

{penjarnin). (Harahap, 2001:145)

3.3, Rajian Mengenai Putusan Mahkamali  Apung Republik Indonesia
Nomar 030, PR/MN/2ZH

Bila dikapt berdasarkan fakta dan data yunidis putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam perkara Nomor 030, PK/N/2001 vang menolak
Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Deutsche Industnebank AG.
dan Bayerische Hypo-Lind Vereinsbank AG. karena Majelis Hakim berpendapat
bahwa Pihak Pemohon Pailit (Deutsche Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-
Und Vereinsbank AG.) melalui kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan
tentang pemenuhan perjanjian asuransi lersebut dan sampai sejauh mana tanggung
jawab dar para pihak vang terlibat dalam perjanjian kredit. y]ang kemudian
menjadikan proses pembuktian  permohonan pailit menjadi komplek dan rumit
Majelis hakim kemudian mempunyai kesimpulan, bahwa proses pembuktian
perkara 1nt tidak dapat dilakukan secara sederhana (berdasarkan pada pasal 6 ayat
(3) Undang-undang Kepailitan). juga ndak merupakan kesalahan berat
sehagnimana vang dimaksud dalam pasal 286 avat (2) hurut (b) Undang-undang
Kepailitan.

Maka dalam hal ini, putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 030 PK/N/2001- memperkuat Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035 K/N/2001., dan Putusan
Kasast Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 035 K/N/2001 memperkuat
Putusan  Pengadilan  Niaga  NomorO37/PAILIT2001/PN NIAGA/JKT PST
Pengadilan Niaga menurut UU No. 4 tahun 1998, pada Bab 111 pasal 280 ayat 1
yakni pengadilan vang berwenang untuk memeriksa dan memutus dalam hal

permohonan pemyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayan utang, vang
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berada di lingkungan peradilan umum. avat 2 jalah pengadilan vang memeriksa
dan memutuskan permohonan pernvataan pailit dan penundaan  kewajiban
pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di
brdang perniagaan vang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
Pengadilan Niaga menurut UU No4 tahun 1998 pada pasal 281 ayat |
berkedudukan di tingkat propinsi, vang pertama kali dcngan.UU No.4 tahun 1998
dibentuk pada Pengadilan Negen Jakarta Pusar, (Kansil, 2003-770-771)

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi
pihak Deutscne Industriebank AG. dan Bayerische Hypo-lUnd Vereinsbank AG.
(selaku Pihak Pemohon). Mahkamah Agung menilai permohonan kasasi pihak
Pemohon harus ditolak, karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Niapa
pada Pengadilan Negen lJakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, terkait
dengan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara
kepatlitan tersebut. Dasar penolakan permohonan kepailitan oleh Pengadilan
Niaga NomorO37/PAILIT2001/PN NIAGA/JKT.PST ialah karena pasal yang
dimohonkan sebagar dasar untuk mempailitkan termohon (pihak Hokiarto) tidak
memenuhi unsur-unsur sebagal pihak yang dapat dikenakan pailit. Berdasarkan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor | Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang,
Pasal | ayat (1) Debitur yang mempunym dua atau lebih Kreditur dan tidak
membayar sedikitnya satu utang vang tclah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang  sebapaimana
dimaksud dalain pasal 2. bak atas permohonannya sendiri, maupun atas
permintaan seorang atau lebih Krediturnya, sehingga jika Pibak Pemohon ingin
mengajukan permohonan pailit harus kepada pihak vang mempunyai status
sebagar Debitur, bukan yang mempunyai status sebagai Pihak Penanggung Utang
Debitur, Atas dasar tersebut Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi
pihak Deuvische Industrichank AG. dan Bavensche Hypo-1ind Veremsbank AG.

Berdasarkan kapan diatas, maka Putusan \ﬂiultk:tnmh_ Apung Republik

Indonesia Nomor: 030 PR/N/2001 yang menolak permohonan peminjauan kembali
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dari pihak pemohon (Deutsche Industriebank AG dan Baverische Hypo-Und

Vereinsbank AG.) adalah tepat dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan

Peraturan Pemerimah Pengeanti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan :

Berdasarkan  hasil  kajian vang telan dipaparkan  dalam  bab-bab

sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

el

Kedudukan hukum Hokiarto sebagai Penjamin Utang Debitur, yang telah
melepaskan hak-hak istimewanya vaitu hak umum seorang penjamin dan
hak untuk mengemukakan eksepsi agar harta kekavaan Debitur-utama
dieksckusi lebih dahulu, untk diambil sebagai pelunasan, seharusnya
dapat dikenakan kewajiban untuk menggantikan kewajiban pihak P71
Hebel Indonesia dan itupun mengenai perikatan sckunder, yang dibuat dan
ditandatanvani Kreditur vaitu IKB. Deutsche Industriebank AG. dan
Bavenisehe Hypo-Und Vereinsbank AG.) dengan penjamin utang Debitur
(pthak llokiarte) vang secarajelas tertuang dalam 'pcmzﬁataan Jaminan
pada Perjanjian Pensnggungan (No 170/1995 tertangeal 18 Mei 1995)
berpijakan pada Perianjian Kredit (No. 169/1995 tertanggal 18 Mei 1995),
untuk menjamin pembavaran lunas seluruh utang PT. Hebel Indonesia
kepada IKB. Deutsche Industriebank AG  dan Bayerische Hypo-Und
Vereinsbank AG.

Permohonan Pailit yang dimohonkan oleh Pihak Kreditur terhadap Pihak
Penjamin vang telah melepaskan hak-hak istimewanva tidak dapat
dikenakan, karena menurut UL} R Nomor 4 Tahun IE?_.(:S tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 'lﬁahl1n | 958
tentang Perubahan atas Undﬂng-undang- tentang  Kepailitan Menjadi
Undang-undang mengatur mengenal pithak vang dapat dipai{iikﬂn 1alah
seorang Debitur sedangkan seorang penanggung dalam undang-undang ini
bukanlah prhak yvang dapat dikenakan Keoutusan pailit.

Mengena Putusan Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor: 030
PR/N/200T sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang

berlaku, Dasar yang dipakai yakni memperkuat Putusan  Kasasi
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035 KAN2001 dan
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 038
K/MN2001 memperkuat Putusan Pengadilan Niaga
Nomor:O37TPAILIT200 PN NIAGAJKT PST .. dalam putusan tersebut
Mahkamah  Apung  menolak  permohonan  kasasi pihak Deutsche
Industrichank AG. dan Bayensche Hypo-Und Vercinshank AG. (selaky
Pihek Pemohon). Mahkamah Agung menilai permohonan kasasi pihal:
pemohon harus ditolak, karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Neperi lakarta Pusat tidak salah menerapkan
hukum. Dasar penolakan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga
Nomor:U37/PAILIT 200 /PN NIAGAJKT.PST 1alah karena pasal vang
dimohonkan sebagai dasar untuk mempailitkan termohon ( pthak Hokiarto)

tidak memenuhi unsur-unsur sebagai pikak vang dapal dikenakan pailit

4.2, Saran
Dart  analisis dan  kajian  wuridis yang telah dilakukan terhadap
permasalahan vang ada, maka ada beberapa saran vang diketemukan:

I Perlu adanya  peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur
tentang  prosedur  hukum  dalam  lembaga  penjaminan  perseorangan
(Borgtocht), Karena melihat dari permasalahan-permasalahan vang ada
dapat digambarkan bahwa kurang adanya jamiman hukum terhadap upaya
penyelesaian dalam bentuk  penjaminan perseorangan ini. Mengingat
bahwa instrumen lembaga penjaminan dalam bentuk ini mulai diminati
oleh para pelaku usaha, akan tetapi peraturan perundang-undangan vang
dipakai masih berdasarkan atas Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
sedangkan permasalahan-permasalahan vang dihadapr dalam penggtnaan
mstrumen penjaminan ini semakin rumit dan komplek terpengaruh dari

semakin berkembangnva duma usaha dewasa ini,

=3

Perlu adanya perluasan mengenai penerapan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
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Undang-undang tentang Kepailitan Menjad Undang-undang, khususnya
pasal 1 ayat |, karena dalam undang-undang ini scharusnva mengatur
tentang berbagat aspek hukum vang banvak digunakan dalam lembaga
keuangan, termasuk lembaga jumiran. Akan tetapi Penjamin Perseorangan
(Borgtocht), sebagai subyek vang scharusnya dapat  dimintakan
pertanggungjawaban atas wanprestasinva Debitur tidak dapat dimintakan
patlit menurut  undang-undang  ini. schingpa aspek  keadilan  yang
diharapkan Kreditur untuk pengembalian nilai kredit yang terutang masih

jauh dan harapan.
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KAIDAH HUKUM

NOMOR HEGISTER
TANGGAL PUTUSAN
MAJELIS

MAHKAMAH AGUNG Ri

: Bahwz dengan dizsursnsikannya _..__.E,m. Debitie
yang telal dijamin oleh Termohon Failit melalur
asuransi kredit cksport maka sesuai dengan keien-
tean Pasal 12,4, | dan 13 pesjanjian kredit yang
bersangkulan periu dibulctikas apakan perjanjian
asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh
mant tanzgung jawabnya, proses manz membual
pembuktian dalzm permohonan pailit @ guo menjadi
kompleks dan rumit,

+ O30 PEI/N/ZO01
: 9 Januari 2002

. 1. Prof. BAGIR MANAN, SH

2, H. SOEHARTO, SH.
3. Prof Dr. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

MNAMA PANGGILAN @ Asuransi Hutang
ELASIFIKASI : Asurunsi Uiang Debitur,
~ Yanp telzh dijamin ecleh Tommohon Pailit
melalai Asuransi Kredil Eksport
DUDUK PERKARANYA :

— Bahwa Debimar pada tanggal 18 Mei 1995 di
hadapan Notaris Jakarta, telah sepakat menanda-
tangani Perjanjian Kredit No. 1601595,

— PBahwa, para Pemchon dalam perjanjian kredit
akan memberikar Fasilitas Kredit sebesar DEM
27135 921 00 (Deutsche Mark twenty five il
linn one hundred thiny five thousand nine hun-

rad ana twenty one) kepada Debitur, '

~ Behwa, paoavaizan jaminan  yung ditanda-
tangani Termohon tersébu! pada pokoknya ada-
tah jaminan dari Termohon pribadi untuk me-
lunasi selurubh hutane Debitur kepada para
pemohan selale para Kreditur.

~ Batwa, kedudukan hukum Termohon sebagal
penjamin hutzng Dehitur yang melepaskan hak-
hak dan kedudukan [stimewanya sama dengan
kedudukan hukum Depinur dan para pemohon

110
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AMAR PUTUSAN MA :

110

berhak untuke menagih secara langsung kepads
Termohon  telah  diperkuat oleh  Mahkamah
Agung dalam Putusan Pailit No. 01 K/N/2000,
yang memberikan pertimbansan . bahwa ke-
dudukan penjamin hutang untuk melunasi Ultany
Debitur adajah sama dengan Debitur jou sendiri
apahila penjamin melepaskan hak-hak dan ke-
istimewaannya,

Bahwa, adapun total kewajiban atau junlah
utang pokok dan bunga yang telah jaruh tempo
dar harus dibayar Debimr atau  Termohon
kepada para Pemohon pertarggal 2 November
2000 adalah sebesar DEM 23,055,809 43
Bahwa, para Pemohon, memohon agar Majelis
Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta
kekayaan Termohon baik yang sudah ada mau.
pun yang baru akan ada di kemudian hari,

Bahwa para Pemohon, mohon agar permohanan
ini diperiksa oleh Majelis Hakim ADHOC.

Menolak permohonan Kasasi duri para Pemo-
hon,

Menghukum para Pemohon membayar biaya
perkara tingkat kasasi schesar Rp.5.000.000,-
(lima jula rupiak),

. Bahwa Majelis Kasasi telah zalah menerapkan

ketentuan Pasz] 6 (3) dan Pasal | (1) U

- Bahwa, Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasi

dalam putusannya 12lah niembuat kekaliruan,
karena hanya mempertimbangkan ketentuan
Pasai 13 dan Pasal 12, 4.1 Perjanjian Kredit dan
mengabaikan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir
4.3) pemyataan Jaminan Pribadi.

- Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan Yuris-

prudersi tetap Mzhkamah Agung RI bahwa
penjamin uizag yang selah melapaskan hak-hak
1stimewa dapat dimohonakan Pailit.

PERTIMBANGAN HUKUM PK : Bahwa dengan diasuransiban Utang Debi-

AMAR PUTUSAN MA :

tur yang dijaminkan oleh Termohon Pailit melalui
Asuransi  Kredit Eksport maks sesyai denpan
ketentuan Pasal 12. 4.1 dan 13 Perjanjian Kredit
yang bersanghkutan, perlu dibukzikan apabila perjan-
jian asuransi tersebut telah terpenuh: dan sampai
sejauh mana tznspung JaWEnns=, proses mana
membuat pembuktian dalam permohonan paiiil a
quea mznjadi kompieks dan numit,

— Menolak permokionan para Pemofion Peninjauan
Kembali

Menghukum para Pemohon PE untuk membayar
biaya perkara sebesar Bp.10.000.000,- (sepulub
juta rupiah),

Jakarta, Januari 2002

=mbuat Kaidsh Hukum,
thd.
fSAAR SUJANA, SH)
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PUTUSAN

Nomor : 030 PK/N200]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MATIA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Meneriksa perkara nisga dalam lingkat Peninjauan Kembali telah mengambil
— putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari -

l.  IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., sebuah
Bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal
Jerman, berkedudukan di Wilhelm-Botzkes-Str. 1, D-
40574 Dusseldorf, Germany;

2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.,
sebuah Bank yang didirikan menurut hukum Republik
Federal Jerman, berkedudukan di Am Tucherpark 16,
D-80538 Munich, Germany, keduanya dalam hal iui
diwakili oleh para kuasa mereka ABDUL HAKIM G.
NUSANTARA, SH., 1.LM. dan kawan-kawan para
Advokat pada Kanior Hukum A Hakim G, Musantaza,
Harman & Partners, beralamat di Gedung Graha
Mampang, Lt. I1I, Jalan Mampang Prapatan Rava No.
100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa kusus
masing-masing tangga! | Juni 2001 dan 20 Juni 2001,
sebagai para Pemohon Peninjaues Kembali daiulu

parz Pemohon Kasasi/para Pemohon Vailit,
melawan

HOKIARTC, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utarz

I No. 11-J7 Jakarta 11240, dalan) hal ini diwakili oleh para

kKuasanya : ROTMAN PARIS HUTAPEA, SH., dan para

, AdvekatPengacara pade Manto: Hukum Hotman Paris &
Partners, beralarat di Menara Summitmas I, Lt 1B, Jalan
Jenderal Sudirman Kav, 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan
surat kuzsa khusus tanggal 12 November 2001, sebagai
Termaohon Peninjauan Kembali dahulu Termohan Ka-
sasi/Termohon Pailit;

Mahkzmah Agrng tersehuz:
Membaca surst-surat yang bersanglutan:

112 . Yurspruderni Mahkamal Agung 1

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan termyata bahwa para

pemochon Peninjavan Kembali dahiju schagai para Pemohon Pailitfpara Pemao-

‘hon Kasasi telah mengzjukan permohonan peninjavan kembali terhadap punusan

Mahkamah Apung tangeal 10 Okiober 2001 Nomor: 035 E/NAR001, yang telah
berkekuatan hubum tetap, dalam perkaranya menyatakan Termohon Peninjauan
Kembaii dahulu sebagal Termohon pailivTermohon Kasasi denpan posita
perkara sebapai berikut

Vurs: prudeni Malkomal Aguag &

Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 & Jakars dikadapan Ronny Harursyal

Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarts, Para Pemohon dengan PT.

Hebel Indonesia (selanjutnya disebut “Debinur™), sebuah perusahiaan na-

sional yang didirikan berdasarkan Undang-undang RepuBlié Indanesia,

beralamat di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya No.7-9,

Kelurahan Kramat, Jekana Pusat, teluh sepakat untuk menandatangani

Perjanjian Kredit Mo, 169/1925 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit™)

... (Bulkti P-1);

Bahwa Fara Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan

dalam Perjanjian Kredit tersebut zkan memberikan Fasilitas Kredit sebesar

DEM 25,135,921.00 (Dcufsche Mark twenty five million wne hundred

thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan

perincian sebagai berikut :

— IKB Deuttche Industriebank AG schesar DEM 15, ©81,552.60
(Deutsche Mark fifteen million cighty one thousand five husdiod Glly
two and sixty Plemaing) (60% ... sixty percent);

~ Bayensche Versinsbenk AG sebesar DEM 10,054,368.40 (Deutsche
Mark ten million Gy four thousand three hundred sixty cight and forty
Plenning) ( 40% ... forty percent);

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredil fasilitas kredit tersebut dipunakan

oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sehasar DEM

28,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one

thousand and six hundred sevenly twa), berdesarkan Perjanjian Elspor

antara Debitur dan Hebel International Gmbh & Co tertanggal 22 Juni 1994

sebagaimana telah dirubah tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian  Elspor);

Bahwa berdasarkan :

— Akta Pengakuan Hutang No 91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur
di depan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., Motaris di Jakarta tanppal 18
Mei 1995 ..... (Bukti P-2),

~ Surat Pemyataan dari Hebel International Gmbh & CoKG yeng di-
tandatangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertangga! 28 Mei
2001 ...... (Bukti P-3Y; .
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Debitur telah menerima dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar
DFM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred
thirty five thousand and Nine hundred twenty one);

Bahwa para Pemohon memberikan pinjaman tersebut kepada Debitur
karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah menandatangani Per-
nyataan Jeminan Pribadi sesuai dengan Akla Wotaris No. 1 7001995 yang di-
baat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., No-
taris di Jakaria (Selanjuinya disebut : “Permyatasn Jaminan™) ... (Buku P-4);
Bahwa Pemyataan Jaminan yang.ditandatangani Termohon tersebut (Vide
Bukii P-4) paca pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi uniuk me-
lunasi seluruh butang Debitur kepada para Pemohon selaku para Kreditur;

Bahwa berdasarkan butir ke [3 Pemnyataan Jaminan terscbut, pengikatan
Termchon unmk menjamin pembayaran lunas selurub hutang Debitur
kzpada para Pemohon tersebut diberikan denpan melepaskan hak-hak isti-
mewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal Iun 1831, 1833, 1837, _mhq
1848 dan 1849 KUH Perdata, - A, {uli] pereshunnnmen

Bshva karena Hﬂqﬂu&nﬁiﬁw melepaskan hak-hak dan kedudukan istime-
wanya sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, _mm:. 1833, 1837,

Hw.ﬂ_ 1848, dan 1849 KUH Perdats, maka Termohon selaku Penanggung
ﬂggﬁ supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita

untuk melunasi hutangnya; .

Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedidukan istimawa tersebut
_oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon ._Iu.‘_..,mw melunasi hutang
Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi
hutangmya se mnznﬁuﬁ._m berarti Para Pemohen berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon sebagai _un_.cm_.:E unttk melunasi hutang

Debitur tanpa paca Pemohon terlebih dabulu mepagih kepada Debitur;

. Bahwa kedudukan hukum_ Termohon sebasai Penjamin Hutang Debitur

yang telah En_nﬁm.mwm.__ hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan

_E._.mu_.ﬁm lﬁm.@@.ﬁﬁ@ﬁ H_w_.__ n_m..u__EE ...._.a...d_ EuEEEu_u }.mE.m

dalam Putusan Pailit No.01/PK/N/2000 yang memberikzn pertimbangan
_hahwa kedudukan Penjamin hutang untuk En_E_H__ hutang Debitur adalah
sama dengan Debitur jm sendiri pabjla Penia tersebui telah ‘melepas-
kan hak-hak dan kedudulan istimewanys ... (Bukti P-5);

Rl e o g ey e

11) Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh bebitur atau Termo-

hon kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31
Oktober 1997 (Vide Bulai P'-1) akan tetapi ternyata Debitur atay Termohon
tzlah papal unmk memenuhi kewaiibannya membayar hutanp padz tanggal
Jjatuh tempo tersebut meskipun para Pemohon berkali-ksli telah mengingzi-
kan Debitur atau i ermahon;

12.

Bahwa adapun totz] kewajiban atau jumlzh hutang {pokok dan bunga) yang
telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debir atay Termohon
kepada para Pemohion per tanggal 2 November 2000 adalali schesar DEM

v/ 23 .055,809.32 (Deutsche Mark twenty thre= millic., fifty five thousand and

13:

14,

Y

eight hundred nine thirty two Pfenning),

Bahowa jumlzh kewajiban Debitir atau Termohon Lepadz. para Pemohon

tersebut akasn terus bertarnbzh sampai dengan saat terjadi pelunasan;

Bahwa para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur

dan Termchen yang isinya mendesak Termohon sebapai Penjamin Hutang

Debitur kepada Pemohion agar melunasi hutangnya kepada para Pemohon,

yang terakhir tanggal 2 Mopember 2000 { Bukti P-6);

Bahwa olch karema tegoran para Pemohon tidak diindahkan maka para

Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan Somasi kepada Termo-

hon sebanyak tiga kal yaitu ;

~  Somasi Perfama melalui Surat Mo 078/GN/IV/2001 tangzal 2 April 2001
(Bukti P-Ta);

- Secmasi Kedua melalui* Surat No.099/GN/V/2001 tangzal 23 April
2001. (Bukti P-7b};

- Somasi Ketiga melalui Surat No 10W/GNAVZ001 tanggal 1 Mei 2001
{Buku P-Tc);

.mur.______m somasi-somasi tersebut pada intinga meminta Termohon untuk

melaksanakan kewajibannya kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian

Penjaminan (Vide: Bulkdi P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide:Bukti P-1), na-

mun Termohon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum

Fara Pemohon tersebut;

Bahwa dari uraian-uraian di atas temnyata terbukti s2cara sempuma bahwa :

— Termohon mempunyai hiutang kepada Para Pemohon;

— Hutzng tersebut telah jatuh tempe dan dapat ditagih;

- Termohon mempunyai lebih dari safu (1) Kreditur yang berarti hutang
Terzohon lebih dari saty,

Eahwa deroan demikian Permohonan Pzilit ini telah memenuhi persyaalin

sehagainum ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Ta-

hun 1998 tentang Kepailitan yait dua atay lebih Kreditur dan tidak mem-

bayar sadikitnya satu utang yang telah januh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah

jatuh tempo dan dzpat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termobon mem-

punyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh tempo

dan dapat ditagi maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasan hu-

xum yang kuat untuk dipailitkan;

11%
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20. Bahwz untuk mebndungi kak dan kepentingan para Pemohen dan guna
menczgah  Termohon melakukan tindakan atas  kekayaan yang dapar
merugikan hak dan kepémingan para Pemohon dalam rangka mendapatkan
pembayaran penuh atas semea hutang Termolion maka paraz Pemohon mo-
hon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pailit ini, Majelis
Hakim meletakkan sita janinan atas harta kekayaan Teomohon baik harta
kekaysan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemodian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidas bergerak,

21, Bahwa oleh karcna Pemeriksaan Permohonan Pemyataze Pailit ini me-
nyangkul aspck intemasional dan mengingat kompleksitas permasalahan
yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
Perma MNo. 2 Takun 2000 Tentang Penyempumasn Peraturan Mahkamah
Agung Mo, 3 Tahun 1999 tentang Hakim A4 Hoc, para Pemohon mohon
agar Permhonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim Ad Hog;
Bahwa untuk pemeriksaan ini, para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana,
SH., Makim Ad Hoc pada Pengadilan NiagaNeperi Jakarta Pusat schagai
Hakim Ad Hoc;

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di stas inaka Pemohaon
memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo memberikan putusan
sebapai berikut ¢
1.  Mengsbulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2.  Mengangkat Ibu Flyana, SH., schagai Hakim 4d Hoc yang akan duduk

dalam Majelis Halim yang akan memeriksa perkara ini;

Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Yepuniuk scbagal Kurator Syaril Bastaman, Basitaman & Partners
Concellors at Law & Sworn Translater, Surya Building, Lantai 7, Suite
704, Jalan MH Thamrin Kav.9, Jakarta 10350:

Meletakkan sits jaminan atas harta keckaysan Termohon baik harta
kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidak berperak:

6. Menghukum Termohon untuk membayar ssluruh biava yang timbul dari

perkara ini

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Megeri Jakarts
Pusat berpendapat lain maka para Pemohon mohon putusan yang ssadil-adilnya
(ex aequa ef bono);

Bahwa terhadap Tnuu_ua_sn pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Penp-
adilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaite putuszn tanggal 5
September 2001 No. 037/Pailit2001/PN Niaga/Jkt.Pst vang amamya berbunyi
sebagai berikut :

“1, Menolak permohonan para Pemohon;

Ly
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“X. Membebankan biaya perkars kepads Pemohon sebesar Rp 5.000.000,00
{luma juta rupizh);

Bahwa terhadap putusan terzebut di atas dalam tinpkat Kasasi stas permo-
honan Pemohon Pailit telah ditolsk permohonan kasasinys olch Mahkamah
Apurg RI dengan putusannya langgal 10 Oktaber 2001 No, 035 K/N/2001

Menimbang, bahwa amar puresan Mahkamah Apune RI tanggal 16 Oktober
2001 Np. 035 E/N/Z001 yang telsh berkekuatan hukum tetap tersebut adalah
schapai berikut :

Menoiak permohonan kasasi dari pua Pemobon Kasasi |, 5B DEUTSCHE
INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK
A, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasifpara Pemohon Pailit T dan [lfpara Kreditur
untuk membayar biava perkara dalam tingkat Xasasi ini dit=tapkan ssbesar
Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah),

Menimbang, bahwa sesu’h putusan yang telah berkekuatan  hukom
tetap, lersebut in casu putusan Mahkamah Agung tangpgal 10 Oktober 2001 No.
035 K/MN2001 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit pada
tangpal 22 Oktober 2001, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasy
Pemchon pailit dengan perantarean para kuasanya berdasarkan surat kuasa
khusus masing-masing tanggal 1 Juni 2001 dan 20 Juni 2001 disjukan permo-
honan Peninjasan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Wiaga pada
Penpadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pads tanpgal 8 November 2001, per-
mohonan mana disertal juga Jzngan memon yang memuat alasan-alasan perma-
honannya yang diterima di Kepaniterazn Pengadilan Niaga tersebut pada hari,
iy juga;

Menimbang, bahwa tentang permolionan peninjauan kembali tersebut telah
diberitahuksn kepada pihak lawan dengan sclissma pada tangeal 9 Novemher
2001, kemudian terhadapnya oleh pihak fawan telah diajukan jawaban yang
diterima di Kepanileraan Pengadilen Niapa pada Pengadilan MNegeri Jakara
Pusat pada tanggal 14 November 2001;

tMenimbanp. bahwa oleh karens ilu sesuai dengan Pasal 286, 287 dan Pasal
28 Perpu Mo. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan meniadi Undang-undascg
dengan Undang-undang Mo. 4 Tahun 1998 (sclanjuinya disingksi dengan
“Undang-undang Kepailitan"), pamohonan peninjauan kembali o que beseria
alasan-alasannya telah diajulkan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara
yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjzuan Kewbali teizh mengejukan
alasan-alasan peninjauan kembali ysag pada pokoknya sebagai berikul :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi iclah salah menersphkan kefentuan Pasal 6
ayat (3) dan Pasal | gvat{1) ULl Kepailitan.

Yurisprudens Mafikamal Agung §F 117


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LE o

Bahwa pertimbangan hukum Juder Factie pada halaman 33 (paragraf 7)
dan halaman 34 (paragrafl |} yang menyatakan bahwa hutanp debitur
yang dijamin oleh Termohon telah pula diasuransikan sehingga hutang
debitur & guo dijamin oleh dua lembaga penjamin yang berbeda yaity
lembaga asuransi dan lembaga pribadi dan bahwa dengan adanya lem-
baga asuransi yang terkail dalam perjanjian dredit KID 168962 1F.Krl,
maka ge-lu dibultikan terlebih dahulu apakah perjanjian asuransi terse-
but telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi kompleks,
tidak sederhana ata tidak summir lagi karena harus dipertimbangkan si-
fat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi a quo terhadap
hutang debitur tersebut adalah alasan yang dibuat-bu.t;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal | avat (1) Undang-urdang Kepailitan,

debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
IEEEE salu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang baik atas
permohotiannys sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih
kraditurnya;

. Bahwa selama persidangan telah terbukti sccara sederhana dan seni-

purna bahwa Termohon Pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali,
terbukti mempunyai dua atau lebih kreditur, tidak membayar sedikimya
satu hutang; dan terbukti hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat
ditagih;

Bahwa Menurut Keteatuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, permohonan
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan
yang terbukt! secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
pailit sebagaimana dimaksud Pasal ! syat (1) U'U Kepailitan telah ter-
penuhi.

- Bahwa dengan demikias rermohenan Pailit yang disjukan Para Pemo-

hon Peninjacan Kembali, dahulu Pare Pemohon Kasasi, teleh terbukti
secara sedaerhana sebagaimana dianir dalam ketentpan Pasz| | ayat (1)
L ¥epailitan schingga berdasarkan koientuan Pasal 6 ayat (3) UU
Kepatlitan, Pengadilan harus mempailitkan [ermohon Failit, sekarang
lefinohen Peninjauan Kembali;

L DBahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidaic dapar memahami Ju-

dex Factiz yang bsrpendapat bahwa perlu dibukiikan lebih dahuly
apakah perjanjian asuransi sudah dilaksanakan sebab permohonan ini
tidak berkaitan dengan perjanjian asuransi tersebut:

- Kesimpulan : Di sini terbukti Majelis Hakim Kasasi telah melakukan

kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Jo Pasal 1
ayat (1) U'U Kepailitan karena walarpun permohonan pailit t=lah me-
menuhi syarat-zyarat yang ditentukan dafam Pasal 6 avat (3) dan Pasa] |

B R T o IR g i e

ayal (1) ULl Kepailitan namun Majelis Hukim Kasasi ‘etz menolak
mempailithan Termohen PailitTermehon Peainjavan Kembali dengan
alzsan perkara ini menjadi kompleks dan tidak sederhana lagi:

Bahwa baik Judex Factie maupun Majclis Hakim Kasasi dalam Putusapnya
tefah membuat kekeliruan dan kekhilafan nyata, karera hanya mempertim-
bangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit dan menga-
baizan ketentuan Pasal 3, Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya butir 4 3) Per-
nyalasn Jaminan Pribadi;

a. Bahwa Judex Facrie dalam pertimbangan hulwmnys pada halaman 33
(paragral 5) menyatakan bahwa lemyata dalam perjanjian kredit a guo
sesuai dengan Peraturan eksper-impor Megara Ren. Federal Jenman
yvang berlindak melalui Hermes Kredinversicherugs AG untuk asuransi
kredit ekspor (jaminan pembayaran kredif) vang apabila dihubungkan
dengan ketentvan Pasal 12.4.1. yaitu jaminan pembiayaan kradit yang
herlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan, Bahwa dari
fakta hukum tersebut dapat dinilai, Fegjanjian ¥redil o quo sesuai pera-
turan ekspor-impor negara Rep. Federal Jerman harus dibayz- melalui
asuransi kredit ekspor {Hermes Kreditversicherugs AT) disamping itu
dijamin pula oleh Termohon dan Penjamin lainnya;

b. Bahwa Juder Factie dan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan
hukumnya hanya menggunakan kelentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1
Perjanjian Kredit yang mory=takan hahwa jaminan pembiayasn krednt
oleh Hermes Kreditversacherungs AG berlaku penuh dan mengikat
tanpa persyaratari dan batasan;

¢. Bahwa akan tetapl Juder Factle demikian pula Majelis Hakim Kazasi
sama sekali tidak mempertimbangkan ketemtuan Pasal 2, 3 don 4
(khususnya butir 4.3), Pemnyataan Jaminan Pribadi yang ditandatangani
Termohon Pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, (Vide Bukti
P-4) dan men;adi dasar para Pemohon Peninjauan ¥ embali, dahulu para
Pemobon Pailit untuk mengajukan Permohonan Pemyataan Pailit
Demikian pula surat dar Hermes Krediversicherungs-AG (Vide Bukti
P-B) vang sccara tegas telah menyetujui tindakan hulum Para Pemclon
Pailit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, untuk mempailit-
kan Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dipertimbangkan
Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasi;

d. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahule Pemohon Kasasi ti-
dak bisa memahami sikap Juder Foctie dan Majelis Hakim Kasasi yang
sepertinya sengaja mengabaikan ketenturn Pasal 2, 3 dan 4 (khususaya
butir 4.3} Pernvataan Jaminan Pribadi vanpg menjadi dasar hulkum Per-
inchoran Pailit o quo disjukan;
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c. Bahwa ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Pemyataan Jaminan Pribadi me-

nyatakan sebagai berikout -

“2 Jaminan ini dalam hal apapun ticak bersyarat 2an bergantung pada
upaya untuk menagil dari peminjam aiau berdasarkan syarat tang-
guh lainnya";

ot by Dalam hal apapun P Masterina Keramika Pratama, Jakarta,
dalam kedudukane:, = sebagai Penjamin tambahan untak cune Peme-
rintah Republik Federal Jeimar: dalam kedudukannya sebagai Pen-
Jjamin dari Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Fara Penjamin
dari jumlsh yang terhutang - berdasarkan Perjanjian Kredit atau
Penjaminan ini, dan Penjamin dengan ini melepaskan semua hak
subropasinga sian  hak-hak lalnnya yang mungkin ada unmk
menuntut terhadap Republik Federal Jerman

“43. Perjanjian inj teiap berlaku penuh dan mengikat tanpa memandzang

hal dan kewajiban dari Penjamin disini tidak akan terpengaruh atau
lergantung olch keadaan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada
pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya oleh pama Pemberi Kredit
atas halmys, upaya atas hak istimewanya berdasarkan atay se-
hubungan dengan perjanjian jaminan ini"

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pemnyataan Jaminan Pribadi se-

bagaimana dikutip di atas maka meskipun Pasal 13 dan Pasal 12.4.1
Perjanjian Kredit yang diberikan Hermes berlaku penuh dan mengikat
tanpa persyaratan dan batasan namun Termohon Pailit sekarang Termo-
hon Peninjauan Kembali dalam Pasal 3 Pemyatas! Jaminan tersebut
telah menyatakan hahwa kewajiban Termohon Pailit selaku Penjamin
hutang Debitur kepada Pasa Pemohon Pailit sckarang Para Pemohon
Peninjauan Kembali adalal tidak bersyarat dan dalam hal apaptin Peme-
rintzh Renublik Jerman dalam kedudukansiya sebagai Penjamin Perjan-
Jian Kredit tidak dipandang sehapai _“.nu.-wamn.:n.abﬁmna_umwmﬂa hutang
Debitur kepada Para Pemohon Pailit, sekarang Para Pemohon Penin-
Jauan Kembali;

« Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peruyataan Ta-
. minan, yang bertindak sebagai penjamin hutang Debitur kepada Para

Pemohon Peninjauan Kembali adalal Termohon Pailit sekarang Ter-
mohon Péninjauan Kembali dan buken Hermes:

. Bahwa ketentuan Pasal 3 Pemyataan Jaminan terscbut ¢ ata: Jjugs ma-

negaskan bahwa Termohon Pailit sckarang Termohon Peninjavan Kem-
bali sebagai Penjamin hutang telah manyatakan melepaskan semua hak
subrogasinya atay hak-hak lainny= yang mungkin ada untuk menuntut
Republik Federal Jerman yang berarti hahwa Termohen Paili: tidak da-
pat menolak tuntutan hukum Para Peinohan nzilit, sekarang Para Pemo-

QEA..%FE R T e W e v

hon Peninjauan Kemball dengan dalil bahwa Pars Pemohon Pailit hams
tetiebih dahulu menuntut Republik Federal Jerman;

I. Bahwa karena Termohon pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kem-

bali, schagai Pewjamin Pribadi telah menvatakan bahwa dalam hal
apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukan sebagai
Penjamin Pecjaniian Kredit tidak dipandang schagai Penjarnin uniuk
pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit, sekarang Para
Pemohon Peninjavan Kembali, maka Termohon Pailil merupakan satu-
saturya Penjamin yang harus membayar hutang Débitur kepada Para
Pemohon Pailit, sckarang Pernohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa keberatan-keberatan vang disjukan Para Pemohon Peninjauan

Kembali semulz Para Pemohon Kasasi, jelas bukan merupakan
penilaian atas hasil pembuktian letapi yane diajukan sebagai dasar hu-
kum ke-beratan ini adalah fakta bahwa Judex Factie dalam putusannya
mengan- dung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

Majelis Hakim Kasnsi telah mengabaikan Jurisprudensi tetap Mahlkarmah
Agung bahwa penjamin huting yangtelah melepaskan hak-hak Istimewa
dapat dimohonkan Pailit.

2 Behwa Majelis Hakim Peainjauan Kembali dalam Putusan Pailic No.

01/PK/2000 antara PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Panin selaku
Para Pemohon Pailit melawan Cheng Dasuki dan Afen Siswoyo sehagai
Para Termohon Pezilit dalam k=pasitas mereka sebagai Penjamin Hutang
PT. Tensindo kepada antara lain Para Pemohon Pailit telak menegaskan
bahwa kedudukan hukum Termohon Pailit sebagai Penjamin Hutang
debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan islimewanya se-
bagaimana diztur dalam Pasal-pasal 1430, 183], 1833, 1837, 1847,
1550 dan 1849 KUH Perdata adalah sama dengan kedudukan hulkum
debitur dan karena it Kreditur selaku Pemohon pailit berhai untuk me-
nagik secara langsurg kepada Termohon Pailit tersebut;

. Batwg dalam perkara ini Termchon Pailit sekarang Termohon Penin-

Jjauan Kemuaii adalah “znjamin hutang yang tefah melepaskan hak-hak
istimewanyz sehagaimana felah diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831,
1833, 1837, 1547, 1248 dan 1849 KUH Perdata untuk menjamin pe-
iunasan hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit sekarang Para
Femohon Peninjanan Kembali,

- Sedangkan Majelis Haidm Kasasi di halaman 16 baris ke 16 Putusan

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa - “Lagi pula =ﬁ.=mn.1u_.
perjanjian jaminan merupaksn perjanjian accesoir dari suatu perjanjian
pokok, dengan demikian penjamin tidak dapat menggantikan kedudukan
debitur, Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kreditur berhak

menuntut bareng-barang penjamin untuk mehmasi kutang Debitur”.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

d. Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempeftimbangkan pendapat
hukum dari ahli hukum kepailitan Elyana, SH. dan Jermry Hoff yang
diajukan Para Pemohon Pailit sekarang Para Pemohon Peninjauan
Kembali yang pada intinya menystakan bahwa “tidak adz kerapuan
_uwrs.m _Hamu.ﬁ_ﬁﬁ UU Kepailitan diperbolchkan memohon kepaititan
lerhadap penjamin (baik suari badan maupun perseroan). Alasannya
adalah bahwa Penjamin adalah seorang Debitur. Penjamin adala
tur dari kewajiban untuk menjamin pembayaran nm..wﬂ._h_pwﬁ...

c. Bahwa defigan demikian Majelis Hakim Kzcasi Jjelas telah melakukan
kesalahan berat dalam menerapkan Undang-undang Kepailitan sehingga
putuszn Majelis Kasasi in casu harus dibatalkan dan. Majelis Hakim
Peninjauan Kembali seyogianya mengadili sendiri:

Menimbang, bahwa atas alasan-alazan peninjauan kembali tersebut di atas,
Malkamah Agung berpendapat s=bagai berikul -

mengenai alasan-sissan ad.l ad.? dan ad 3

Keberatan-kebaratan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan dar pertim-

_uwam.mm sebagai berikut bahwa dengan diasuransikannya utang Debitur yang te-
_m&. dijamin oleh Termohon PailiVTennohon Kasasi melalui asuransi kredit
cispor (Hermes Kreditversich herungs AG) maka sesuai dengan ketentuan Pasal
124.1 EE- Pasal 13 perjanjian Yredit vang bersangkutan, periu dibuktikas
apakah ﬂ..ﬂuw__.:m__ asuransi lersebut telali terpenuhi dan sampai sejauh mana
tanggung Eﬁ.u&:ﬁ. Proses manz membuat pemouktian dalam permohonan pailit
a quo menjadi kompleks dan rumit;
. _um..n_.._m. dengan demikian, kesimpulan baik dari Judex Factie maupun Ma-
jelis Kasasi ﬂwrim proses pembuktian perkara ini tidak dapat dilakukan secara
sederbana (vide Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan), tidzk merupakan
kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dslam Pasal 786 ayat (2)b Undang-
undang Kepailitan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangm-pertimbangan tersebut dj
atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. [ER
DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG,, 2. BAYERISHE HYPO-UND VERE.
INSBANK AG. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak,

. Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali adalah
pihak yang kalah, maka mereka harus membayar biaya perkara dalam penin-
Jauan kembalj ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Wo. 14 Tahun 1970
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Kepailitzn scrts
Undang-undang lain yang bersangkutan;

o -

MENGADIL]I

Menolak permohonsn para Pemohon Peninjauan kembaly dari : 1. TKE DEUT-
SCHETINDUSTRIERBANK AG., 1. BAYERISCHE HYPO-UND VERE-
INSBANK AG. daiam hal ini keduanya diwakili oleh para kvasa mercka -
ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH., dan kawan-kawan. tersebut;

Menghukum para Pgmohon Peninjausn Xembali sniuk membayar

. biaya perkara dalam peninjavan kembali ini yang ditetapkan sebesar

Rp.10.000.000,- (sepulub juta mpiah?;

Demikianlah diputiskan dalam rapal permusyawaratan Mahkaman Agung
pada hari RABU tanggal 9 JANUARI 2002, dengan BAGIR MANAN, Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEAJARTO, SH. dan Prof. DR.
PAULUS E. LOTULLMNG, SH., Kemua-hetua Muda Mahkamah Agung sebagai
Hakim-hziim Anggota, petusan mana divcapkan di muka persidangan yang ter-
buka untuk umum pads HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan
dihadir. oleh H. SOEHARTVY, SH. dan Frof, DR. PAULUS E. LOTULUNG,
SH., Hakim-Hakim Angpota tersebut serta PAHALA SIMANITUNTAK, SH.,
Panitera Fengzanti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETULA
tid. 3 fd.
H. SOEHARTO, SH. BAGIR MANAN, SH.
i
tid,

Prof L.. PATILUS E. LOTULUNG, SH

FANITERA PENGGANTY,

Biaya-biaya :

L R g L D 6.000 -
2 Redalisi . e BD 1.000,-
3. Administrasi Peninjsusn Kembali ........ lp. 2003 000 -

Juamish . Rp.10.000.000,-
(septilub juta nipizh)
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Untuk Salinan
MAHKAMAH AGIING R
an. Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga

tted,

i Ms i

NIP 040 018 142

T A N AU e

FUTUSAN

Momor : (35 K/N2601

NEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E5A

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil pulusan sebeoai
berikut dalam perkara kepailitan dari :

I. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., scbush
perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Re-
publik Federal Jerman, berkeduduksn di ‘Wilhelm-
Botzkes-Str.1, D-40474 Dusseldorf, Germany.
Pemohon Kasasi |, dahulu Pemohon Pailit I+ reditur.

2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.,
sebuah perusabuan bank yang didirikan menurut hu-
kum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Am
Tucherpark 16, D-80538 Munich, Germany.

Pemohon Kasas: |1, dahiilu Pemohon Pailit [V redinr.
Keduaduanya dalam hal ini diwakili oleh : ABDUL
HAKIM G. NUSANTARA, SH.LIM, BENNY HARMAN,
SHMH,, dan HAYKEL WIDIASMOKO, SH., kesemuanya
Advokat dan Pengacara yang bergabung rada Kantor Hu-
kum A. Hakim G. Nusantara, Harman & parmers, beralz-
mat di Gedung Graha Mamesng Lantai 3, Jalan Mampang
Prapatan Raya No.100 Jakarta Sclatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001,

melawan

Sdr. HOKIARTO, beralamat di Jalan Bandengan Utara |
MNo.l1 JJ Jakanta 11240, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya : HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH., dan
MARK ANDKYAN, SHMM., Pengacara pada Kantor
Hotman Paris & Partners, beralamat di Summitmas [ Lt.18,
Jalan Jenderal Sudirmen ¥av. 61-62 Jakarta, berdasakan
surat kuasa khusus tanggal 14 Agestus 2001,

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.

Mahkamah Agung terschut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

e e - R =l
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Menimbang, bahwa dari sursi-surat terscbut termyaia bahwa sekarang para

Pemohon Kasasi sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di
muka persidangan Penpadilan Niaga pada Penpgadilan Meperi Jakarta Pusat pada
pokoknya atas dalil-dalil :

1.

i

Bahwa padz tangga! 18 Mei 1995 di Jakania di hadapan Ronny Harunsyah

Gunawan, Sarjzna Hekom, Wotaris di Jakarra, Pars Pemohon dengan PT.

Hebel Indonesia (selanjumnya dissbut “Debitur”), ==buah perusahaan ya-

sional yang didirikan berdasarkan Undang-undaug Republik Indonesia,

beralarmat Kantor di Gedung Kramat Center Blok A/ 1. Jalan Kramat Raya

M5.7-9, Kelurahan Kramat, fakartz Pusat, telah scpakat untuk menanda-

tangani Perjanjian Kredit Ne.169/1995 (sclanjumya disebut “Perjanjian

Eredit") ... (Bukt P-1);

Bahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan vanp ditentukaa

dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar

DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark rwenty five million one hundred

thirty five thousand nine hundred and nwenty onc) kepada Debitur dengan

perincian sebagai bernlout ;

— IKB Deutsche Industriebank AG sebesar DEM  15,081,552.60
(Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty
two and sixty Pfenning) (60% sixty percent);

- Bayericche Vereinsback AG sebesar DEM 10,054, 368.40 (Deuische
Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty
Plenning) (40% ..... forty percent);

Bahwa berdesarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit terscbut digunaken

oleh Debitur untwk membiayai §5%5 dari tota! nilai kontrak sebesar DEM

29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy cne

thousand and six hundred seventy two}, berdasarkan Perjanjian Exspor

antara Debitur dan Hebel International Gmbh. & Co. tertanggal 22 Juni

1994 sebagaimana telah dirubali tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian

Ekspor);

Bzhwa berdasarkan :

~ Akta Pengakuan Hutang No.91 vang dibuat d=n Gitandatangani Debitur
di depan Ronny Hanmsyah Gunavian, 3H., Notaris di Jakarta tanggal 13
Mei 1995, (Bukti P-2);

— Surat Pemnyntasn dan Habel Inlemnational Gmbl & Co.KG yang ditanda-
tangani Dr. Gert Leidner dan Fricdhelm Kuhn tetanggal 28 Mei
2001.(Buli P-3); i

Debitur teleh menenma dari pare Pemohon Fasilitas Kredit sebesar DEM

253,135,921.00 {Deutschie Mark twenty five million ons hundred thirty five

thousand and Nine umdred twenty one);

1L

2.

Bahwa Para Pemohor memberikan pinjeman terschut kepada Debitur
karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah menandatangani Per
nyataan Jaminan Pribadi sesual dengan Akta Notaris No.170/1995 yang di-
buat dan ditandaiangani di hadapan Ronny mm..E._h__..n_.z CGunawan, SH., No-
taris di Jakarta (Selanjuinya disebut "Pernyataan Jaminan™); ., (Bukti P-4);
Baliwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide
Bukti P4} pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk
melunasi seluruh hutang Debitur kepada rara Pzmohon selabu Para Kreditur;
Bahwa berdasarkan butic ke 13 Pemyataan Jaminan tersebut, pengikatan
Termohon untuk utijamar posbayaran lunas selurub hutang Debitur
kepada Para Pemohon tersebut diberikan dzngan melepaskan hak-hak isti-
mewa sebagaimana diatar dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1337, 1847,
1248 dan 1849 KUH Perdata;

Bahwa karena Teimohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istime-
wanya schagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430,1831,1833, 1837, 1847,
1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selalu Penangpung tidak
dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan
dijual unituk melunasi hutangnya;

Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tferseout
aleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunzsi-hutang
Debitur adalah sama denpan kedudukan hukum Debiter untuk melunasi
hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang
Debitur tanpa Para Pemokion terlebih dahulu menagih kepada Debimur;
Bahwa kedudukan hukum Termolion sebagai Peajamin Hutang Debitur
yang telah melepeskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan
kedudukan huburm Debitur dan Para Femohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon terscbut telah diperkuat oleh Mahkamah Azung
dzlam Putusan Pailit No.01/PK/N/2000 yani memberisan pertimbangan
bahwe kedudukan Penjamin hutang untuk mehmasi hutang Debiter adalah
sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepas-
kan hak-hak dan kedudukan istimewarya, [Bukt P-5);

Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit lersebut oleh Dabitur atau Ter-
mohon kepada Para Petnohon berdasarken Perjanjian adalah pada tanggal
31 Oktober 1997 (Vide : Bukti P-1) akan ietapi ternyata Debitur atau Ter-
mohon telah gagal untuk memenuhi kewzjibannya membayar hutang pada
tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Para Panohon berkali-kali telab
mengingatkan Debitur atae Termohon;

Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokok dan bunga) yang
telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Temmohorn
kepada Para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM
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25,055,809.32 (Deutsche Mark tweaty three million fifty five thousand and
eight hundred niue thirty twe Plenning);

tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;

‘\ 13. Babwa jumlah kewajibn Debitur atay Termohon kepada Para Pemohon

14, Bahwa Para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur

dan Termohon yang isinva mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang
Debitur G kepada Pemohon ngar melunast hutangrya kepada Pua Pemo-
han, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6) ;

I5. Bahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak diindahkan maka Para

Pemohon melnlui Kuasa Hukumnya menyampaikan Somasi kepada Témmo-
hon sebanyak tiga kali yait -

= Somasi Periama melalui Surat No O7R/GNAV/2001 tanggal 2 April
2000 ..o, (Bukti P-Ta);

= Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV2001 tanggal 23 April
2001 oocieeee. ... (Bukti P-7h);

= Somas| Ketiga melalu Surat No.107/GN/V/2001 tanggal | Mei 200]
= U (Bukti P-Tc);

6. Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinys meminta Termohon untuk

melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian
Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide:Bukti P-1), na-

mun lermohon tefap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum -

Para Pimohon torsebut,

17, mﬁﬁgﬁiﬁéﬁmﬂ&gﬁsﬁﬁ_ﬂ?ﬁgﬁgﬂ

16

19.

20,
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= Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;
— Hutang tersebut telah jatuh tempa dan dapat ditagih;

— Termohon mempunyai lebih dari satu (1} Kreditur yang berarti hutang
Termohon lebih dari sat;

Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini telah memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal | ayat ( !} Uadang-undang No. 4 Ta-

hun 1538 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Krediwr dan tidak mem-
bayar sedikitnya satu utang vang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang terssbut fe-
lah jatuh tempe dan dapat ditagih, dan .~rbuki pula bahwa Termohon
mempunyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagihi maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasar;
hukum yang kuat untuk dipailitcan:

Bahwa untuk melindungi hak dan kepentinean Para Pemohon dan euma
mencsgah Termohon melakukan tindakan atas kekaysan yang dapat
merugikan hak dan kepentingan Para Pemchon.dalem rangka mendapatkan

Yurispridens Mokkams Faung @1

pembayaran penuh ans semua hutang Tenmohor maka Pars Pemobicn mo-

hon agar sebelum menjoruhkan putesan atas permohonas pailit ini, Majelis

Hakim meletakkan sita raminan atas harta kekaysan Termohon baik harta

kekayaan yang sudsh ada maupuh yang baru akan ada ¢ kemudian hari,

baik harta bergerak maupun harta tidak berperak,

21. Bahwa olch karens Pemerikszan Farmohonun Pemyatezn Pailit int me-
nyanghkut aspek Swemasional dan mengingat konplcksitas permasalahan
yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
Perma No.2 Tahur 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mashkamah
Agung No.3 Tabun 1999 tentang Hakim Ad Hoc, Para Pernobon mohon
agar Permohonan ini diperiisa oleh Majelis Hakim dengan Halim Ad Hoo;
Babwa uniuk pemeriksaan ini, Para Pemohon mengusulkan [bu m_u_.!-..
5H., Hakim Ad Hoc pata Pengadiian NiagaNegeri Jakarta Pusat sebagsi
Hakim Ad Hoc,

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penwohon
memohon Majelis Hakim dalam menzadili perkara @ quo memberikan putisan
sebagai berikut :

l. Mengabulkan Permobcnan Para Pemohan untuk sefuruhnva;

2. Mengangkat Ibu Elyana, SH., sebagai Hakim Ad Hoc yang akan duduk
dalam Majelis Halam yang akan memeriksa perkarn ini;

3. Menyatakan Termohon Pailit deng=n segals akibat hukumnya:

4, unjuk s2bagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners Conce!-
Hﬂnnr#.w wﬂ.ﬁu Transister, Surya Building, Lantai 7, Suite 704, Jalan
MH.Thamrin Kav.9, Jakarts 10350;

5. Meletakkan sita faminan atas harta kekayzan Termohon E wu.:.u
kekayaan yang sudsh ada maupun yang bary akan ada di kemudian hari,
baik harta berperak maupun harta ti-lak bergerak;

6. Menghukum Termohon untuk membayar selusuh biaya yang timbul dari
perkara ini;

Aiau jika Majelis Halam Pengadilan Nisga pada Pengadils, v._nmﬂm ._g

Pusai berpendspat [zl maks Par= Pemohon mohon putusan vesg seadil-adilnyz

(ex aeguo et bonol;
bahwa terhadap permobonan Pailit tersebut Pengadilan Ni=ga pada Peng-

adilan Negeri Jakarta Pusal iclsh mengamibil putusan, yaitu putusannys tanggal

05 Septembar 2001 Nomor : 03W/PAILIT/2001/PN.NIAGA/TKT PST. yang

smamyz Gorounyi sebagai berout

i. Menolsk permchicaan para Femohon;

2, Membebankan biaya perkars kepada Pemohon sebesar Rp.5.008.000.00
{fima jrta rupish);
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babwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pads Penpadilan Negeri Jakarta

Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 6 September 2001,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan
surat kussa khosus tanggal 20 Juni 2071 diajukan pennohonan kasasi sccara
tertulis pada tanggal 11 Scptember 2001, sebagaimara ternyata dari akie pemna-
honan kasasi Mo, uE.nmm____..wﬁu_.un_.n_ﬁwz.z_}manﬁ.m.r_uﬂmbﬁ jo. No- 037/
PAILIT/2001/PN NIAGASKT.PST yang dibuat oleh Panitcra Perlarz Pengadil-
an Niaga pada Pengadilan Megeri Jakarta Prsat, permohaonan mana. di-
sertai,dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang ditzrima di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Meperi Jakarta Pusat tangoal
U1 September 2001 (hari itn jusa);

(L bahwa setclah itu oleh Pemohon Kasasi yang pada tangpal 12 Scptember
2001 telah disampaikan perniohonan kazasi dan salinan memori kasasi dari
Hunﬁs__in Kasasi, diajukan kontra memor kasas] yang diterima di Kepaniteraan
Mmm.wﬂmn_:m: Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarts Pusal tanggal 18 Scptember

Merimbang, bahwa permohonan kasasi @ quo beserta alasun-alasannya
telah diteritahukan kepada pihak lawan dengan scksama diajukan dalam teng-
ging waktu dan dengan cara yang ditentukan dalsm Undang-undang, maka oleh
kérena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

- Menimbang, bzhwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Ka-
sasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya jalah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas keputusan dan penimbangan-
pertimbangan hukum Pengadilan Niaga (“Juder Factie™) yang mendasari
keputusan tersebut karéna menurut pen'lapat Para Pemohon Kasasi, Judex
Factie telah melakukan kekeliuan dan kesalahan dalam menerapkan hu-
kum schingga oleh karenanya silah pila Keputusan yzng dijatuhkan;

Bahwa Judex Factie dalam menolak permohonan pernyatasan pailit Para
Femohon termyata hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal
.u..ﬁ,._ Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa jaminan pembiaysan
kredit olch Hermes Kreditversichnerungs AG berlaku penuh dan mengikat
tanpa persyaratan dan batasan,

3.~ Bahwa akan tetapi Judex Factie sma sekali tidak mempertimbangkan
wn__nazmmn Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butic 4.3) Pemnyataan Jaminan
Mn_umm_ yang nmﬁz.nmﬁm:manm Termohon (Vide Bukti P-4) dan menjadi dasar
wﬂ Pemohon mu.p._w Em._m.&nwmu Permobonan Pernyataan Pailil dan Surat

_ Hermes am:.mﬁuﬁ_.._.__n_m:mﬂgwmim (Vide Bukti P-8) yang secara tegas
telah menyetujui tindakan hukum Para Pemohon untuk mempailitkan Ter-

mohon;

P

4. Wm..#.__.__.m. #ﬁﬂnﬂﬁ:ﬂﬂ Pasal 2 3 dhi 4 : ;
- ! P -
sehagai berikut - ernyataan Jaminan Pribadi menyatakan

130 . Yirisprudensi Makfamak Agung 87

%2, Jaminan ini dalam hal apapun tidak bersyarar dag bergantung
upaya untuk menagih cari peminjam atau berdasarkan syarat F._Wmi.u_n__ﬂ
inmya™; -

"3 i Dalam hal apapun PT. Masterina Keramika Pratama, Jakaria,
dalam kedudukannya sebagai Penjamin tambahan untuk _ . Pemerintah
Republik Federal Jerman dalam kedudukannya sebapai Penjamin dari
Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Para Peniamin dari jumlah
yang terhutang berdasarkan Peijanjian Kredit atau Penjaminan ini, dan
Penjamin dengan ini melepaskan semua hak subrogasinya ataun hak-hak
lainnya yang muongkin ada untuk menuentut terhadap Republik Federal
Jerman

“4.3. Perjanjiau ini tetap berfaku penuh dan mengikat tanpa memandang kal
dan kewajiban dari Penjamin disini tidak akan terpengarub atau tergan-
tung ofsh keadaan apapun, termasuk dan lidak terbatas pada pelak-
sanzan atau tidak dilaksanakannya oleh pama Pemberi Kredit atas
haknya, upaya atau hak istimewanya berdasarkan atau sehubunzan
dengan perjanjian jaminan ini”

5. Bzhwa berdasarkan ketentusn Pasz] 3 Pemyataan Jaminan Pribadi seha-
gaimana dikutip di atas maka meskipun Fasal 13 d=n Pasal 12.4.1 Perjan-
jian Kredi: menyatakan bahwa Jaminan Pembiayaan Kredit yang diberikan
Hermes berlalu penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan bafasan, namun
Termohon dalam Pasal 3 Pernyatzan Jaminan tersebut telah menyatakan

. bahwa kewsiiban Termohon selaka Penjamin Hutang Debitur kepada Para

Pemohon adalah tidak bersyarzt dan dalam ksl apapun Pemerintah Repu-

blik Federal Jermen dalam kedudukannya sebagai Penjamin Perjunjian

Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin unmuk pembayaran Hutang Debi-

tur kepada Para Pemohon;

Bahwa dengan demi ‘an berdasarkan ketentuan Pasal 5 Pernyataan Jamin-

an, vang bertindak sebapai Penjamin Hutang Debitur kepada Para Pemohon

adalah Termohon dan bukan Hermes; .

6. Bahwa ketentuan Pasal 3 térsebut schagaimena diutarakan dalam butir ke
dan ke-5 di zias jugz mensgaskan vahwa Termohon sebagai Peafamin Mu-
tang telal, nenyatakan melepaskan semua hak subrogasinya atas hak-hak
lainnya yang mungkin ada untuk menuntut Republik Federal Jermau yang
berarti hahwa Termohon tidak dspat menolak tuntutan hukum Parz Pemo-
hon dengan dalil bahwa Fara Pemohon harus terlebih dahuio menuntuz Re-
publik Federal Jerman;

7. Bzhwa uniuk memperiegas kedodukan Termohon sehagai Perjemin [Hutang
Debitur yang bersifat absolut kepada Para Pemokion tersebat, Tenmahon
dalam Pasa! ! Femnyataan Jaminan Pribadi menyatztan bahwe kedudulou
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wrEadan Pebmr. Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kredinur berhak
micnuntut barang-barang penjamin untuk mehunasi hutang Debitur,

mengensi ke slad, 11 2: ;
e?#gﬁignﬁggmﬂnﬂwi
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarts Pusat tidak salah dalam menerapkan by

hubungannya, sama seiali dengan inti pokok permasalzhan a..rn_ perkam ini
lagipuia disamping pembuktian yang tidak sederhana Termohon Juga tidak me-
menuhi syarat sebagai pihak dalam perkara (Po. sona standi in Judicio);

Menimbang, bahwa dalam Petkara ini Para Pemohon KasasifPars FPemohon
Pailit | dan IPara Kreditur scbagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar
bilaya perkara dalam tingkai kasasj ins;

Memperhatikan paszl-pasal dan Undarg-undang Nomor 14 Tahun 1970,
Undang-undang No.14 Tahuny 1985, PERPU No. | Talmun 1998 yang telah
ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1558 serta Undang-undang kain yang bersangloutan;

MENGAD ikl

Menolak permohonan kasasi dari Pars Pemohon Kasasi:l. IKB DEUT-
SCHE INDUSTRIE BANK AG, 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINS-
BANK AG tersebur:

Menghnum Para Pemobon KasasiPara Pemokon Pailit | dan [Vpars
Kiedinu untuk membayar biaya perkara dalam tingkar kasasi jnj ditetzpkan s=-
besar Rp.5.000.000,00 (tima Jjuta rupiah);

Demikianiah diputuskan datam rapal permusyawaratan Mahkamah Agung
F#53 hari : RABU, tanggal 10 OKTOBER 200} dengan H. SOEKIRNO, SH.,
Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung schagai Ketus ;-
dang, ABDUL KADIR MAPPONG. SH., dan ARBUJOTO, SH., sebagai Hakim-
hakim Angzota, dui divcapkan dalam sidang rerbuka untuk wnum pada hari jty
jugEolel Ketuy Sidang tersebut, dengan dihadisi ABDUL KADIR MAPFONG,
SHS dan ARBLOTO, SH., Hakim-hakim Anggota serta Ny. SUPRIATL SH.,
Paritera Pengganti dengan tidak dihadiri oteh Lagdys Belat pihink,

134 Jnﬂ.ﬂnk.ﬁ!.nﬁhm_ﬁﬁmhuﬁﬂ w/

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA
fd. thil.
ABDUL KADIR MAPPONG, SH. H. SOEKIRNO, SH,
td.
ARBIIOTO,SH

PANITERA PENGGANTI,
fd
Ny. SUPRIATL, SH

Biava-biaya :

l. Meterad ... .. == G W Rp. 6.000,-
b T e L Rp. 1.noo,-
3. Administrasi Kasasi,..... .. .. Rp. 4.893.000.-

Jumlah ... Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah)

Untuk Salinan
MAHEAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera/Selreiaris Jender|
Kepala Direktorat Perdstz Niaga
piel

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, §H.
NIP 040 018 142

- 5
S 13



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

.
PUTUSAN ) menpiju'sn permohonan pemyataan Pailit terhedep Pemohon dengan alasan-
alasan yang pada pokoknya scbagai berikout

Nomor : 37/ PAILTT2001/PN.NIAGAJKT.PST. . Bahwa pada tangeal i§ Mei 1995 di Jakarta di hadapan Ronny Harunsyah

: Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT.

o nesia {selanjumya dissbut “Debitar™), sebush ssahean nn-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA nﬁ ”Hm_m En_kl— verdasarkan Undang-undans Nﬂﬂ:ﬂﬂ Indonesia,

. beratamat Kantor di Gedung Krematl Center Blok Asi 1, Jalan Eramal Raya

| Pengadilan Niaga pada Pengadilan Megeri Jakarta Pusat yang memerdkss Ma.7-9, Kelurahan Kramal, Jakarta Pusat, telsh sepakat untik mepanda-

| dan mengadiii perkara permohonan pemyatan Pailit pada tingkat Pertams, tefah tangani Perjanjian Kredit No.169/1995 (selanjumya disebut “Petjanjian
menjatuhkan putusannya sebaga’ beribut dalam permohonan dari - Kredit™) . {Bulti P-1);

« IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., sebuah perusahaan bank 2 Dahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yanp ditentukan

yang didirikan menurut hukum Repnblik Federal Jerman, berkedudukan datam Perjanjian Kredit torsebut akan memberikan Fasilitas Kredil sebesar

di Wilhelm-Botzkes-8mr.1, D-40474 Dusseldorf, Germany, selanjutnva DEM 25,135521.00 (Deutsche Mark twenty five million oiie hundred

disebut PFEMOHON I thirty five thousand mine liondred and rwenly ane) kepada Debitur dengan

» BAYERISCEE HYPO-UND VEREINSSANK AG., sebush perusa- perincian scbagai berikut -

haan bank yang didirikan menurut hukum Republik Fedemal Jerman, — IEB Deutsche Industrichank AG schesar DEM 15,081,552.60
berkedudukan di Am Tucharpark 16, D-20538 Municly Germarny, se- (Deutsche Mark fifieen niillion eighty one thousand five hundred fify
lanjutnya disebut PEMOHON [I; two and sixty Pleaning) (60% . sixty percent),

Kedua-duanyn dalam hal ini aiwakili cieh - Abdul Hakim G. Nusantara, ~ Bayerische Vircinsbank AG sebesar DEM 10,054, 368.40 (Deutsche

SH,IIM., Benmy Haman, SHMH., dan Haykel Widissmoko, SH, kese- Mark t=n million Fifty four thousand three hundred sixty eight and forty

g%ﬂ%aﬂwﬁuiﬁﬁggﬂlﬁ.ﬂg? Plenning) (40% .. forty percent);

Hakim G. Nusantara, Harman & Puiners, beralamat di Gedung Graha 3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunaban

Egm.gvgngEZn._shimmE aleh Debiner untuk membiayai £5% dan total nilai kontrak sebesar DEM

EE surat kuass khusus tanggal 20 Jumi 2001, selanjumya disebut 29,571,572 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy onz

sebagai PARA PEMOHON; thousand and six bundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor

Terhadap: antara Debinr dan Hebel Intemational Gmbh & Co. tertanggal 22 Jumi
» Saudara HOKIARTO, beralamat di Jalan Bandengan Utara I No. 1] I 1994 schamzimana telah dirubak tanggal 10 Februari 1995 (Periasirn Ek-
Jakarta 11240, sel=njuinya dischut s=bagzi TERMOHON: spor),
e e N i
. e - én, yaug dibual dzn itur

qagggggggg di depan Ronmy Harunsyah Gunawen, 55, Notanis di Jakanta Hnnw-_ 18

Telah memeriksa bukti-hukti yang telah diajukan para pihak; Mei 1995, (Bukti P-2);

Telah wnendengar keterangan para pihak; . . — Surat Pernyataan dari Hebel intemational Umok & CoKG yang ditan-

detangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : ) 2001 (Bukii P-3};

Menimbang, bahwa Pemchon melalui Kuasz Hulumnya lelsh mengajukan Dsbitur (clch mencrima dari pars Prmshon Fasilitas Kredit sebesar DEM
permohonannya tertanggal 7 Agustus 2001 yang didaflarkan pada Yepaniteraan 25,135,921.00 {Deutsche M=rk twenty five million one huudred thirty five
Penzadilan Miaga pada Pengadilan Negeri Jakarts Pusat pada tanggai 7 Agustus thousand snd Nins huadred twenty one),

2001 dibawsh Daftar Nomor - 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/TKET.PST telah * 5. Bahwa Pama Pemohon memhcsikan pinjaman tersebu! kepadas Debitur

karena Termaobon pads tzagee! 18 Mei 1995 telah mecandstangani Per-

136 Vurisprudens Mahkgmak Igung Rf = Yurigprudens Wakigmak trung & 137


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10.

1.

138

nyataan Jaminan Fribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang di-
buat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., No-
taris di Jakarts (Selanjutnya disebuyt TPemyataan Jaminan™} ... (Bukti P-4);
Bahwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide
Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk
meionasi seluruh htang Debitur kepada Para Pemohon selaby Para Krediur,
Bahwa berdasarkan butir ke i3 Pemyztasn Jaminan tersebut, pengikatan
Termohon untuk menjamin pembayaran lunas szluruh humng Debig
kepada Para Pémohon terscbut diberikan dengan melepaskan hak-hai isij.
mewa sebagaimana diater dalam Pasal-pasal 1450, 1831, 1833, 1837, 1847,
I848 dan 1349 KUH Perdata;

Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istime-
wanya sehagaimana diatur dalam pasal-pasal 143C,1831,1833, 1837, 1847,
1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohan selaku Penangeung tidak
dapat menuntut supaya benda-benda miiik Debitur lebih dahulu disita dan
dijual untuk melunasi hutangnya: §

Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut
oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang
Debitur adalah sama dengan kedudukan hulum Debitor untuk melunasi
butangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak unfuk menagih secara
langsung kepada Termobon scbagai Penjamin untuk melozasi hutang
Debitur tanpa Para Pemohon terlebih dahuly menagih kepada Debiur;
Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur
yeng telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan
kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara
langsung kepada Termohon tersebut tzlah diperkuat oleh Mahkamah Agung
dalam Putusan Pailit No.01/PE/N/2000 yani memberikan pertimbangan
bahwa kedudukan Penjamin hutang mtuk melunasi hutang Debitur adalah
sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepas-
kan hak-hak dan kedudukan istimewanya (Bukti P-5);

Bahwa jatuh temgo rongembalian Kredit tersebut olch Debitur atau Ter-
mohon kepada Para Petzohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal
31 Oktober 1997 (Vide : Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Ter-
mohon telah gagal untvk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada
tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Parz Pemohon berkali-kali telah
mengingatkan Dekitur atau Termohon:

Hahwa adapun total kewajiban atau jurlah hutang (pokok dan buaga) yang
telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Drebitur atau Termohon
kepada Para Pemohon per tanggal 2 Novembar 2000 adalah sebesar DEM
23,055,809,32 {Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and
eight hundred nine thirty two Plerming);

Yirirprudens Mahfamak Agung K7
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Bahwa jumlah kewajibn Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon

tersebit akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;

Bahwa Para Femohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Dehitur

dan Termohon yang isinya mendesak Termohon schagai Penjamin Hutang

Liebitur G kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada Para Pemo-

hon, yang terakhir t2nggal 2 Nopember 2000 (Bulti P-6) :

Hahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak diindahkan maia Fara -

Pemabion melaluj Kuasa Hukumnyz menyampaikan Somasi kepada Termo-

hon sebanyak tiga kali yaim 5 .

~ Somasi Pertama melalui Surat No.OTRGN/AV/2001 tanggal 2 April
2001 ... (Bukt P-Fa);

- Somasi Kedua meialui Surat No.D99GN/IV/2001 tangzal 23 April
2001 _............... (Bukti P-7b);

~ Somasi Ketiga melalui Surat No, 107/GN/V/200] tanggal | Mei 2001
oo (BUKLi P-76):

Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Termohon uniuk

melzksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Pesjaniizn

Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide:Bukti P-1), na-

mun Termichon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Xuasa Hukum

Para Pemohon tersebut;

Baliwa dari uraian-uraian di atas temyata terbukti secara sempurna bahwa :

= Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;

— Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

= Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditur yang berarri hutang
Termohen lebih dari satu;

Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini te'sh memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal | ayat (1) Undang-undang Mo. 4 Ta-

hun 1998 1entang Kepailitan yaitu dua atay lebih Kreditur dan tidale mem-

bayar sedikitnya satu utang yang telah jatub wvakiu dan dapat ditagih;

. Bahwa karena terbukti Termohon memnunyai hutang, hutang terssbut te-

izh jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukii pula bahwa Termohon
mempunyai dua Kreditur dan sedikimya satu (1) hutang yang ielal jutuh
tempo dan dapat ditagih maka Ter hon telah mempunyai dasar dan alasan
hukum yang kuat untuk dipailitha, : :

Bahwa untuk melindungi hak dan kepertingan Para Pemohon dan guna
mencegah Termohon melakukan lindakan atas kekayaan yang dapat
merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon.dalam rangka mendapatkan
pembayaran penuh stas sermea hutang Termohon maka Para Permolon mo-
hon agar sebelum menjatubkan putusan atas permohonan pailif i, Mzjelis
Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaon Termohon Gall harta
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kekayaan yang sudah- 2da maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

21. Bahwa oleh karena Pemerikssan Permohonan Pemyatsan Pailit ini me-
nyangkut aspek internasional dan mengingat kompleksitas permasalahan
yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasa! 7 ayat {1) dan ayat (2)
Perma No2 Tahun 2000 Tentanp Penyempumnaan Poraturan Mahkamah
Agung No.5 Tahun 1999 tentang Hakim 4d Hoc, Para Pemohon mohon
agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim Ad Hoc;

22. Bahwa untuk pemeriksaan ini, Para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana,
SH., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat schagai
Hakim Ad Hoc;

Baliwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon
memohon Majelis Hakim dalam mizngadili perkara o gue memberikan putusan
sebagai berikul ;

1. Mengabutkan Permohonan Para Pemohon untuk selurubinys;

2.  Mengangkat Ibu Elyena, SH., sebagai Hakim Ad Hoc yang akan duduk
daiam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;

3. Menyatakan Termchon Pailit dengan segaia akibat hukumnya;

4.  Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Baszarnan & Partaers Concel-
lors at Law & Swom Translater, Surya Building - Lantai 7, Suite 704, Jalan
MH.Thamrie Kav.9, Jakarta 10350;

3. Meletzkican sita jaminan atas harls kekaysan Termohon baik harts
kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
baik hara bercerak maupun harta tidak bergerak;

6. Menpghukum Termoehon untuk membayar seluruh biaya yang timbui dari
perkara ini; .

Atau jika Majelis Hakim FPengadilsn Nisga pada Penpadilan Negeri lakarta

Fusat berpendapat lain maka Para Pemohon mohos putusan yang seadil-adilnya

fex aequo et bana);

Menimbang,bahwa pada Hari persidangan vang telab ditentukan, untuk
Fzmohon I dan Pemohon II telah hadir Kuasz Hukumnya Abdul Hakim G. Nu-
santara, SH., LLM, Benny Herman, SH.MH. dan Haykel Widiasmoko, 311, ber-
dasarkan Surat Kuasa tertangeal 20 Juni 2001, sedangkan untuk Termohan telah
hadir Kuasa Hukumnya Fotman Paris Huiapca, SH., Marx Andryan, SH,, MM.
dan Mien Harmini, SH. Advokad dan Pengacaia pada Kentor Hukum HOT-
MAN PARIS & PARTNERS, beralamat di Gedung Summit Mas I Lt. 8, JL.
dend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 14 Agustus 2001:

140 Firtprudensi Makkamai Agung R

Menimbang, bahwa di persidangan telsh dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap diperfahankannya kKecuali mengenai penyebutan
Pemohon 11 ada perbaikan/perubahan sesvai Pemohon tanggal 20 Agustus 2001,
dari BAYERISCHE VEREINSBANK AG. menjadi BAYERSCHE HYPO-
UND VEREINSBANK AG,

Menimbang, bahwa terhadap permohonzn Pemoben tersehat, Termohon
telah mengemukakan tanggapannya secara lertiis tertanged] 20 Apgustus 2001
dan perbaikan (ralat) tangpal 24 Agesius 2001 yang n,_,w.uu. pokoknya berbunyi
sebapgai berikut . ‘

“Penganggung (-Penanggung) terhadap parz Pemchon bukan hanya Termo-

hon tetapi ada pada penanggung lain YANG TIDAK BERTANGGUNG

JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG yaitu PT. Masterina

Keramika Pratamna dan Hermes Kreditversichnerups AG dan juga sural ja-

minan (ferter of undertakinz) dari PT, Harjamukti Langgeng, PT. Sumber

Pratama Rejeki Bumi dan PT, Kersomaju Mestimerdamel”

Atas Penolakan Kelima :
“Bahwa kenyataan sebenaranya dtang hanyzalzh “SATU UTANG™ dar PT
Hzbel Indonesia (Debitur) schinges tidak dipenuhi syarst harus ada dua
utang dalam Pasal 1 ayst (1) UU Kepailitan”

Alasan Penolaksn Keenam |

“Para Permnohon Pailit sckarang ini SUDAH BUKAN DALAM KAPASL
TAS KREDITUR sebab Para Pemohon Pailit sudah menerima pembayaran
utang dari Hermes Kreditversichnerurgs AG dan dari Hebel International
Gmbh. & Co. sehingga sesugi Pasal 1840 BW maka demi hukum keduduk-
sn Para Pemohon Pailit sebaga: faedive berakhir dan digantikan dengan
fidak dibayamya ulang tersebut. Secara diam-diam can tanpa izin dan
Debitur dan Para Penjamin lainnya rupanya Hermes Kreditversichnsrungs
AG menunjuk Para Pemohon Pailit unfuk menagih.”

I.  BUKTI-BUKTI DAN URAIAN TERPERTNC] ATAS ALASAN-ALASAN
PENOLAKAN

1. ALASAN PENOLAKAN FERTAMA
“Permohonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001 -eacat hulkum sehab nama
Perohon 11 berbeda di surat kuasa dari Para Pernohon Failit kepada
kuasanya A. Hakim G. Nusantara & Partaers tanggal 20 Juni 2001 dan
di surai Permchonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001."

1.1. Wama Pemohon 11

Dalam Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2901 (lihet halaman 1 dan
halaman 3 dan legalisasi Notarry Public) : BAYERISCHE
HYPO-UND VEREINSBEANK AG.

Yursprudens MohRamah Aging B
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Mama Pemohon [1

Dialam Surat Permohonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001 (lihat
halaman 1 Surat Permohonan Pailit dan halaman 1 Daitar Buki):
BAYERISCHE VEREINGEANK AG.

Perbedaan kata "HYPO-UND" jclas menunjukkan badan khusus yang
berbeda.

ALASAN FENOLAKAN KEDUA

“Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak dipenuhi sebab sekalipun hak
islimewa penanssung {ex Pasal 1832 BW dan lzin-iain) tclah dike-
sampingkar, namun tidak otomatis Termohon menggantikan keduduk-
an Dehitur Utama dan tidak menimbulkan hak bagi Pemohon untuk
terlekih dahulu mempailitkan Termchon tanpa tindakan hukum apapun
terhadap DEBITUR UTAMA, sebab yang dikesampingkan hanyalah
Pasal 1832 BW yang hanya bersifat memberi kewenangan kepada
kreditur (Para Pemohon) untuk menyita barang (bukan teat=ng
kepailitan) dan Fenanggung Kehilangan hakoya untuk menuntut agar
barang-barang debitur lebih duin disita. Pasal 1832 BW dan pasal
lainnya tidak menyinggung tentang Kepailitan schingga Termohon ti-
dak pernah mengenyampingkan agar scbagian Debitur Utama (PT.
Hebel Indenesia) agar dipailitkan terlebih dahulu™

Uraian terperingi ; -
2.1. Alssan Penolakan Kedua didukung oleh dua (2) YURISPRU-
DENSI MAHKAMAH AGUNG RI dalam perkara niaga, yaitu |

YURISPRUDEMS1] ;

Putusan Mahkamahk Agung Rl No. 019/PK/N/2000 tanggal 22
Januari 2001, dalam perkara autara "“PT. WATAKA GENERAL
INSURANCE" MELAWAN “FREDERICH RADIMAT HS"
(terlampir Bukti T-1), dimana Mahkamak Agung memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut :

“— Bahwa perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang ber-
sifal assesoir, beranti tidak ada pertanggungan tanpa adanya
pesjanjian pokok (Pasal 1521 ayat (1) BW), sehinggz kewa-
jiban untuk memenuhi i’ perjanjian pokok tetap ada _Eh_m

—  Debitur (yang berhutang); -

— Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penzng-
gung/penjamin (guarantor) sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/
penjamin {guarantor) dapat menggartikan Debitur, karena
ketenfuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenang-

Yuriprudens: Malike ch Agung %]

Vurispruens Mafkamad Agung BI

SO REERE TR, B T, DATANE Denangpung/peygns
min (grarantor) untuk melunasi hutang Debitur dan penang-
gung/peniamin (guarantar) kehilangan haknya untuk menun-
tut apar barang-barang Debitur dulv yang disita;

— bahwa demikian pula meskipun pada umumnya penanggung/
penjamin (guarantor) bisa -dipertanegung jawabkan wntuk
mesnenun kewajiban Debitur Utama, scningea pada prinsip-
nya penangpuigipenjamin (guarantor) dapat dimohonka,
pailit apabila Debirur Mama tidak membayar mutangnya,
akan tetzpi dalam perkara a4 gwo, penanggungfoenjamin
{gwarantor) adalah sebunh peruszhaan asuransi yang mem-
punyai kegiatan usaha dalam bidang jasa penangpungan da-
lam arti menjamin kemungkinan adanya kerugian terhadap
peristiwa yang belum pasti, sedangkan ikatan yang terjadi
antara Pemohon Peninjzuan Kembali dengan Termohen
Peninjauan Kembali adalah perjanjian yang tunduk pada
ketetnuan Bagian Kedua Bab XVI BW oleh karena it se-
harusnya funtutan terhadap Femohon Peninjauan Kembali
selaku penanggung/penjamin (guarantor) dilakuksn secara
tanggung rentenz  bersama Debitur Utama (PT, Cipeles
Harum Sentosa), hal ini hanya dapat dimunpgkinkan melalui
gugatan biasa ke Pzngadilan Perdata;

~ bahwa dengan demikian permohonan kepailitan yang diaju-
kan oleh Termchon Peninjauan Kembali seharusnya ditolak™

YURISPRUDENSI Il :
Putusan Mahkamah Agung R No. 017/4/MN2001, dalam perkara
antara “BADAN FPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL"
MELAWAN "PT. CCMEXIND® MARITIM CS" (Vide T-2),
dimana iMahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum se-
bagai berikut ;
“Aahwa disamping itu penarikan Terochon [ dan Termohon IT1
+ sebapai Debitur tidak depat dibenarkan, karesa Termoiion 1 dan
Termohon 111 HANYA BERKEDUDUKAN 3ZEBAGAI
PENANGGUNG yang menurut ketentusanys, perjanjian
penanggungan merupakan perjanjian accesoir atas perjanjian
pokok, dengan demikian tanggung jawab penanggung adalah se-
bagai cadangan dalam hal harta Debitur tidak mencukupi untuk

melunasi hutangnya behkan seorang penanggung tidak dapat di-
tuntu! agar kantormya disita lebih dahulu"

“Bahwa olch karena itu Termohon 11 dan Termohon [11 bukan
Tebitur, maka penarikan Termohon I dan Termohon I bersamia
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lermehon | sebaga: Lrebitur t:dak dapat dibenarkan, schingea tidak
mementhi syarat Debitur sepagalmana diatur dalam Pasal 1 ayat (2)
LI Kepailitan™

ALASAN PENOLAKAN KETIGA

“Permohonan Pailit tidak memenuhi Pasal | ayal {1} UU Kepailitan
sebab kata kata atau redaksi dalam Pasal | ayat (2} U Kepailitan
hanya riemuat kata “pailit” terhadap “DFRBITUR” bukan terhadap
“PENANGGUNG”, apalagi DEBITUR berupa pemah digugat atau

o b ey, e

Uratan terperinei alasan Penolakan Ketiga -

e

L

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 019/PR/2000
(Vide I-1) menyebutkan sebagai berilout -
“Bahwa meskipun ada pzlepasan hak istimewa dari Penanggunp
Penjamin (guarantor) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan Penangzung/Penjamin
(guarantor) dapat menggantikan Debitur, karena ketemtuan Pas=|
1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur
untuk menyita barang Penanggung/Penjamin (guarantor) ...
Alasan Penolakan Ketiga juga didukung oleh Makalah Yahya
Harshap, SH. (Pensiunan Hakim Aging) can .beberapa tulisan
Mahkamah Agung, scbagai berikut :
Penanggung tidak dapat dipailitkan sebagaimana diuraikan oleh
M. Yahya Harahap, SH. (Mantan Ketua Muda Mahkamah
Agung RI) dalam makalah berjudul “MASALAH PAILIT DI-
KAITKAN DENGAN GUARANTOR" (Vide T-3) dalam hala-
man 2 s/d 13 yang dikutip sebagai berikut :
“PENGAJUAN PAILIT TERHADAP GUARANTOR
Menurut pendapat saya, TIDAK ADA DASAR HUKUM
untuk menuntut dan memperhatikan seorans GUARANTOR
dalam keadaan PAILIT,
Pendapat di atas didasarkan kepada ketentuan Pasal 1829
KUH Perdata, yang berbunyi : S =
"Apabila si penjamin yang telah diterima oleh berpivtang se-
cara sukarela atau atas dasar pitusan Hakim, kemutlian
menjadi tidak mampu, maks harus ditunjuk  seorang
penanggung baru™ :

Dari bunyi pasal tersebut, apabila secara konkreto dan bhjek-
TJ-

tif secrang GUARANTOR berada dalam KEAD
DAK MAMPU, dan GUARANTGR tersebut scbelumnya

Yirtspridenn Mabfamak Agung B7

Yorisprudens Maftfemah Agung of

SUDAH DITERIMA Kiedilii mika upaya dan tindakan

M iRt 3 P

yang dapat dilakukan Kreditur :

— mengajukan tuniuan agar, DITUNTUK GUARANTOR

BARLI
- dan sekiranya Debitur tidak berhasil memmiul; GUARAN-

TOR BARU, secara analogis diterapkan Pasal 1330, yakni
Debitur ez «xntikannya dengan jaminan PAND GADA
atay HIPOTIE ¥

Pendapat ini sesuai dengan ASAS yang diatur dalam Pasal

1820 in. Pasal 1831 BW:

- pada prinsipnya sifat BORGTOCHT, hanya mendapatkan
GUARANTOR MENANGGUNG PEMBAYARAN yang
akan dilaksanakan Debitur.

~ oleh karena it yang MEMIKUL PEMBAYARAN HU-
TA G _yang _sebenarnva TETAF beradz  pada DIRI
DEBITUR

— kuaiitas GUARANTOR. ikut bertanggung jawab atas jami-
nzn pembayaran hutang Debitur, sepanjang GUARAN-
TOR berada dalam keadaan MAMPU, s

— apabila pada suatu ketika nmmﬁmmw MANPY fienjamin

pembayaran, hilang tanggung jawabnya sebagai penjamin.

— itu sebabn2 Pasal 1829, menesaskan HARUS MENUN-
ENCOANTI GUARANTOR yane tidak mampu,

Berdesarkan penjelasan yang dikemukakan, CIRI SUKA-
RELA dan SUBSIDAIR yang terkandung pada perjanjian
BORGTOCHT, tidak sampai meliputi jangkavan unfuk e
nempatkan GUARANTOR dalam keadaan PAILIT, Scbab
pada saat terdapat fakta objektif GURANTOR dia HARLS
SEGERA DIGANTI denpan GUARANTOR BARU Tadi
pada masa perjaianan perjanjian BORGTOCHT, terdapai T1-
TIK TERMINAL, tempat berhenti kedudukan penjermin.

Oleh karena jtu, selain PENGHAPUSAN atau BER AT Hjit-
NYA_BORGTOCHT yang diatur_pada. Pasal 184577850,

Y B g i

Pasal 1829 mengatur tata cara pengakniran BORG secara

KHUSUS dzn atas alasan KHUSUS vare melekat pads -l
dan keadsan kemampuan GUARANTOR.

Pada sast GUARANTOR berada dzlam keadsan TIDAK
MAMPU kedudukannva sebagai Penjamin mesti BIAK T dan
mengzantinva dengan Penjamin Baru. Kalan kagi, dori mana
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Gasar husum oniuk mepempatgan seorang CUARANTOR dalam

keadaan Pailit?

Alasan lain, untuvk memperhuat argumentasi yang dikemukakan
perhatian secara tecsurat dan tersirat bunyi Pasal | LU Pailit.
Menurut pasal ini yang dapai dinyatakan berada dalam keadaan
PAILIT :

SETIAP DEBITUR rtau SETIAP YANG BERHUTANG.

Mari kita baca bunyi Pasal 1 U1 Pailit -

“Setiap DEBITUR (DE SCHULDENAAR = ORANG .q,}z_.n
BERHUTANG) yang tidek mampu membayar hutan=znya dst...
Jadi vang dapat dinvatakan PAILIT hanva orans yang berk-
edudukan sebagai DEBITUR atau SCHULDEINAAR

BORG aiau GUARANTOR menurut Pasal 1829 KUH Perdata,
bukan Umm_ﬂcwr Tetapi hanya sescorang yang mengikat diri
untuk memenuhi perikatan apabila Debitur sendiri tidak me-
menuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara
teknis dan substantif, wE."wEE.: bukan berubsh menjadi DEBI-

mumij dalam beptuk BORGTOCHT.
Itu sebabnya, seperti yang sudsh dijelaskan di atas, ciri S1.

KEARELA dan SUBSIDAIR yang melekat “_unu ﬁﬁuuéﬁb
m.DWﬂ.HDnm._. tidak mery h _En:n:wma Penj

Selanjutnyva %slsy dizerhatikan lagi Pasal 1832 KUH Perdat,
ada disinggung masalah Pailit dikaitkan dengen hak FOOR-
RECHT VAN UITWINNING yang taemiliki GUARANTOR. Di-
jelaskan, Debitur dapat dinyatakan hzrada dalam keadaan
PAILIT. Dalam hal yang seperti itw, gupur VOORRECHT VAN
LITWINNING GUARANTOR.

Hﬂ_u_um F.sal ini hanya menyinggung PAILIT vang dijatubkan
kepada Debitur saja?. Kenapa tidak disinggung tentang PATLIT
m:bmh?ﬂﬁm.q Karena secara yuridis GUARANTOR tidak-da-
Yan at, hanya PENGGANTIAN
U.

YURISPRUDENSI [ ;

PUTUSAN PEMGADILAN NEGERI MALANG No. 222/PDT.
P/1992/PN.MLG. (Vide T-4) dalam halaman i2 dari pertimbang-

Yurisprudensi Mafikamakt Agung 2

|
|
|

an hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan schapai

beridut :

"Menimbang, bahwa cars yang dilakukan oleh Pemohon selain
berientangan dengan ketentuan yang berlaku, Majelis menilai
tndakan Pemohon unt:k menyatakan pailit Termohon sehagai
tidak serius dan pura-pura, karena menurut Majclis apalai arti-
nya meminia pembayaran icthadap Pemohon dengan mohon

" mefzkukan sita jaminan atas haria benda Termohon berupa ge-
bidang tanah dan rumah atas hutang yang bermilyar-milyar,
pedahal PT. Bentoel sendiri sebagai Debinir yang menunggak
tidak dilakukan tindakan apa-apa.

Bahwa atas tindakan yang pura-pura dan tidak serius terse-
but, menurtt Majelis tidak perlu mendapal perlindungan
hukum.

Bahwa karenanya, tanpa perlu mempertimbangkan zlat-alat
bukt serta alasan lain yang dikemukakan, Termohon dalam
upaya menyangkal permohonan Pemohon dalam jawaban
dan duplik serta kesimpulannya, Majelis berpendapat per-
mohonan pernyataan pailit oleh Pemohon, harus dinyatakan
sebapai tidak dapat diterima (nief onvankslijk ver Haard)”,

YURISPRUDENSIIT -

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR HNo.
258/FDT/1994/PT SBY. (Vide [-5) dimana di halaman 10 dan
11 Majelis Hakim memberikan pertimbangan’ hukum schagsi
berikut :

"Menimbang, bahwa tidak dupat cizmigs-!, bahwa Penja-
min beranggung jawab terhadap pemenchan pembayzran oleb
Debitur, apabila Debimr telah tidak memenuhi kewajibannya
namun kewzjiban Penjamin sesuai dengan Pasal 1329 KUH
Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kcmudian tidak

. mampu, maka harus ditinjuk Penjamin bam, disamping it

dengan meagingat ciri-ciri dari perjanjian penjamin dimzna fi-
dak dimungkinkan keduduksn Penjamin berubah Bn_.__._m_.__
Debitur*

—. ~Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak Sepecdapat
dengan pendirian para Terlawan/Pembandiug yang beranggap-
an bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari KUH
Ferdata tersebut di atas, yang nota bene mengurang: hak-haic
istimewa dari Penjamin sudah berarti bahwa perjanjian penjé-
min @ gué merupakan perjanjian yang berdiri sendin leriepas
dari perjanjian pokok antara Debitur PT, Perusahazn Rokak
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.-l._.ﬂﬂ =mtocl dengan para Terlawan/Pembanding, dengan kata
lain bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut ti-
dak menjadikan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur/
schuldenaar seperti pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut,
menurut Pengadilan Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)
m_ﬁ.BEﬂ: Kepailitan tidak dapat ditcrapkan terhadap Fen-
Iatain, in casy teshadap PelawanTerbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segela sesuatu yang
telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi beroenda-
pal bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum untuk me-
nyatakan Pelawan/Terbanding dalam keadaan pilit, maka
permohonan para Terlawan/Pembanding tersebut bukan
dinyatzkan tidak dapat diterima sebagaimana pendirian
Hakim Pertama melainkau harus dinyatakan ditolak, sedang
pendapat/pendirian Hakim Pertama atas hal selebihnya da-
pat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Merimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadil-
an Negeri Malang tersebui harus dibatalkan dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi akan mengadili sendii seperti ternyata
pada amer putusan ini;

Menimbang, bahwa karena peninohonan para Terlawan/
Pembanding ditolzk, maka biaya perkara dalam kedua ting-
kat peradilan ini dibebankan kepada mereks;

YURISPRUDENSI I11

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUK .
1009/FDT/1993/PT.SBY. (Vide T-6) dimzna di halamnan 12, 13
dan 14 Majelis Hakim meinberikan pertimbangan hukum sebagai
beriku! ;

"Menimbang, bzhwa selanjutnya akzn diperiimbangkan
apakah Termohon Terbanding dalam kedudukannya sebawai
Penjamir: dapet ditempatkan dalam keadaan pailit seperti ditun-
tul oleh Para Pemohon Pembanding;

Bahwa, menimbzng, bahwa tidak dapat disangkal, bahwa
Penjamin berianggung jawab terhadap pemenuhan pembayaran
oleh Debitur, apabila Debitur telah tidak memeruhi kowajiban-
nya, namun kewajiban Penjamin scsuai dengan Pasal 1829
KUH Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kemudian ti-
dak mampu, .E.uw.u._._u_.ﬁ ditunjik Penjamin baru, disamping itu
mengingat ciri-cirl dari perjanjian penjaminan dimmana lidak
dimungkinkan kedudukan Penjamin berubah snenjadi Debitur:

Wemispriedensi Fafkamaf_Agung &I

Yuriprudenst Manfamai Agung &]

IMleniroang, Lainva - dalam  katiannya cengan  mnasalah
leprititan, Pasal | ayat (1) darl Peraturan Keopailitan (Failles-
semenl Verordening) berbunyi © “Sztiap _“..Ebm. berhutang
(rohuldenaar) yanp bersds dalam keadaan telah berhenti mem-
bayar hutangnya baik atas permohonaniya sendiri maupun atas
permaionan scorang penagih (scheldeiser) atau lebih, dengan
putusan Hakim, dapet dinyatakan dalam keadazn pailit”;

Medimbang, bahwa Penpedilan Tinggi tidak sependapat
dengan pendirian Para Pemohon/Pembanding, yang beanzgap-
an, bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari UU
Perdata tercebut di atas, yang nota bene mengurangi hak-hak
istimewa dari penjamin, sudah berarti bahwa perjanjian pen-
jaminan o gwe merupakan perjanjizn Yang berdiri sendiri ter-
lepas dari perjanjian pokok antara Debitur PT. Perusakaan
Rokok Tiap Bentoel dengan Para Pemohan Pembanding, dengan
kata lzin baliwa dengar dikesampingkannya pasal-pasal terse-
but tidax menjedi kedudiukan Fenjsmin berubah menjadi Dehi-
wirfschuldenaas seperti telah pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bzhws berdasarkan alasan-alasan tersebut,
menurat Pengadilan Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Kepailitan tidak dapat diterapkan atau diperlakukan
terhadap Penjamin, in casu terhadap Termohon Terbanding™;

YURISPRUDENSI IV .

Putusan Mahkamah Agung Mo, 922 K/PDT/1995 (Vide T-7) di-

mana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukum

scbapai berikut
“Dalam kasus personal guaranty atau borgiocht harus ditegas-
kan azas penjamin selamanya adalah perjamin (guarantor wl-
ways guarcntor) atas pembayaran hutang principal apabila
principal tidak membayar atau tidak mampu En_.._...vm..,__m_. hutang
kepzda Debitur. Oleh karena it status keperdataan principal
tidek dapat dialihkz: kepada gworenror diluar muntulan pem-
bayaran Litang principal, Konsskwensi logis dari azas tersebut,
kepada guoranior tidak dapat dimintakan pailit atas wanpres-
tasi yeng dilakukan principal. Yang dapat dituntut dari guaran-
¢or adalah pelunasan hutang princinal baik dalam bentuk ber-
sama-sama dengan principal atau terhadap guaranior”

ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT ;

“Penanggung (Penanggung) terhadap Para Pemochon bukan hanya
Termohon tetapi ada pads penangeung lain YANG TIDAK BER-

gt
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L IAWALR SECARA TANGGUNG RENTENG yeitu PT,
Mastering Keramika Pratama dan Hermes Kreditversichnerungs AG
dun juga surat jaminan (letter of undertaking) dari PT. Harjamukii
Langgeng, PT. Sumber Pratama Rzjeki Bumi dan PT. Kerzomaju
Mestimerdame]”

Uraizn terperinei alasan Peyolakan Keempat !

4.1, Buldi-bukti sdanya para Penjamin ((Fucraniors) LATN YANG
TIDAK BERTANGGUNG SAWAL SECARA TANGGUNG
RENTENG : :

i PT. Masterina Keramils Pratama (Penanggung)
— Pasal 1.1 Loan Agreement tanggal 18 Mei 1995 Faragraf 4,
berbunyi sehapai berikut ¢
"Corporate  Guarantor® mean PT Mastering
Keramika Prataina, Jakaria, Republic of Indonesia;™
—  Peruyataan Jaminan tanpgal 18 Mei 1995 (Vide T-8) yang
ditandatangani oleh PT, Masterina Keramika Pratania_

b. Hermes Kreditversichnenungs AG (Penanggung)
— Pasal I3 Loan Agreement tanggal 18 Mai 1995 \Vide T-9
Jo. P-13, berbunyi sebagai berikut -
“13. Security
13.1. The Lenders will apply for a guarantee of fi-
nance credii (“Finanzéreditgarantie”) in re-
spect of the payment obligations of the Bor-
rower under this Loan Agreement to be izsued
oye the Federal Republic of Germany acting
through Hermes Kreditversicherugs-AG under
the rules und regulations of the Federal Repu-
alic of Germany for expori-credit inszrarce (the
"Guarantee of Fingnce Credit"),
Teqemahan -
"13. Jaminan

13.2. Para Kreditur akan memohon Jeminan (Penang-
Eungan) atas kredit pembayeran  (“Finanz-
kreditgaraniz ™y atas kewajiban Diebitur atas
pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit i,
Jaminan (Penanggungan) mana akan diberikan
olch Federal Republik Jerman melalui Hermes
Kreditversichnerungs AG sesuai dengan pers-
turan export dan import Federal Republik Jer-

Yurisprudens Hwhhﬁnﬂhmuqmz:ﬁ R

man untuk Kredit Export ("Penanggungan Pem-
bayaran Kredi™} .

. Juntnan dari PT. HARTAMUKTI LANGGENG -
Lihat Lettar of Undertaking (Jaminan) tanpgal 18 Mei 1995
(Vide T-10;

¢ Juminan dari PT. SUMBER PRATAM A REJIEK] BlMi
Libat Letter of Undertaking (Jaminan) tangeal 18 Mei 1995
{Vide T-10);

e, Jaminan dari PT. KERSOMAIU MEST! MERDAMEL
Likal Letter of Lindertakine (Jaminan} tanggal 18 Mej 1905
(Vide T-10);

- Bukan Tanpzung Jawab Rentenig

Bahwa keseluruhian tangpung jawab para penanggung dan pen-
jamin tersebut, TIDAK ADA dalam perjanjian jaminan yang
menyebutkan tanggung jawab para penjamin scbagal' “TANG-
GUNG JA'WAB RENTENG™ sehingga tidak benar ada dasar
hukum untuk menuntut 100% uwtang hanya dari Hokiarto
{Termohon Pzilit) apalagi yang dipailitkan HANYA SATU dari
Penanggung sedangkan Debitar Utamz (PT. Hebel Indonesia)
dan Penanggung/Penjamin lainnya belum pemzeh digugat atau
dipailitkan;

ALASAN PENOLAKAN KELIMA -

“Bahwa kenyataan sebenamya asli utang hanyalah "SATU UTANG®
dari PT. Hebel indonesia (Debimur) sehingga tidak dipenuhi syarat
harus ada dua utang dalam Pasal | ayai (1) U Kepailitan”

Uraian terperingi alasan Penolakan Kelima @

v i 4

3.2

Bahwa PT. Hebel Indouesia (Debitur) belum pemah mencairkan
dan menerima pinjamasian dari Psra Pamokon Pailit,

Ternmohon denpan im messomir Fara Pemchon Pailit untuk
merbuktikan bahwa Termohon pzimah mes=rima pinjaman ter-
sebut dari Para Pemohon Pailt? Mana buasi pencairan pinjaman
oleh PT. Hebel Indonesia berdasarkan Loan Agreemer: wanggal
18 Mei 19957

Bahwz utang sebenamya adalab hanya satu (1) utang dari PT. He-
bel Indonesia terhadap PT. Hebel International Gmbl & Co. ber-
dasarkan Perjanjian tangeal 24 Juni 1994 (Vide T 1 1} dan peru-
bahannya tangeal 10 Februari 1995 (Vide T.11.4" dan VAN -
nerima uang tersebil dari Para Femohon adalah |febel Hterna-

i.naﬁwn.ﬂﬁﬁLmEh.nm.n_.ﬂHmhhr.ﬁm &® I51
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tional Gmbh & Co, sebagaimana diakin dalam paragruf kedua, ha-

laman 4 dani Loan Agrecmen; {Penanjiar Kredit tangeal 18 Mei

1995) (Vide T-9 jo. P-1) yang dikutip scbagai berikut :
“on 22 June 1994, ax amended on [0 February (995, the
Borrower entered into the agreemenit (the “Export Agree-
ment ") with Hebel Internotional Gmbk & Co. Ofcking, Fed-
eral Republic of Germany, (the “Exporter”) providing for
the delivery and installation of u Hebel - plant for the pro-
duction of acrated awtocloved concrete products (the
“Profect ") ot ¢ total contract value of DEM 20,571 672 {the
“Total Contract Falue")
Terjemahan ;
“pada tanggal 22 Juni (994, sebagaimana diubah pada tanpgal
i Februari 1995, Debitur - menandatangani Perjanjian
("Perjanjian Export™) dengan Hebel Internatina) Gmbh & Co;
Olching, Federal Repubilk Jenman (“Exportic”) untuk me-
ngerahan dan pemasaran pobrik Hebel untuk produksi Acrated
Autoclaved Concrete (“Projek™) dengan nilai kontak DEM
28,571,672 (the “Total Nilai Kontrak™),

Karena asli sebenarnya adalah satu utong, maka Pemohon Pailit ticak
niemenuhi syarst dua (2) utang dalam Pasal | ayat (1) UU Kcpailitan,

. ALASAN PEMOLAKAN KEENAM -

“Para Pemohon Pailit sekarang ini SUDAH BUKAN DALAM KA-
'ASITAS KREDITUR sebab Para Pemohon Pailit sudah menerima
pembayaran hiitzny dari Hermes Kreditversichnerungs AG dari Hebel
International Gmbh & Co. schingga sesuai Pasal 1840 BW maka demi
hukum kedudukar Para Pemohon Pailit sebagai Kreditur berakhir dan
digantikan dengant tidak dibayamnyz utang tersebut. Secara diam-diam
dan tanpa izin dari Debitur dan Para Fenjamin lainmya rupanya Her-
mes Kreditvessichnerungs AG meaunjuk Para Pemohoa Pailit untuk
menagih"

Uraian terperinci alazan Penolakan Keenam :
6.1. Bahwa struktur penjaminan utang adalah sebagai beriku -
it. Haroa harang/mesin =[N0 % -

b. Cara Financing :
Finzancier : Penjamin :
Pemohan | - Hebel Intemnational Gmbh & Co
Pemohon ] ~ Hermes Kreditversichnenmgs AG

- P1. Mastenna Keramika Pratamsa

Vortrprudensi Maffamah Agung 77

= Hokiazto
~ PT. Hsrjamukti Langgeng
— PT. Sumberpratama Rejeki Mulai
- PT. Kerjomaju Mestidame!
(cataian : Sifmt penangzone Sukan
Tanggung Renteag)
62 Pelaksanaan Pembayarun oleh Pesjamin (Hermes dan Hebel Inter-
naional Gmbh & Co.):
~ Telak ditayar oleh Hebel Iniemational Gmbh & Co. (lihat
surat tanggal 5 Juni 2000 (Vide T-12) dan swrat tanggel 3
November 1959 (Vide T-13)) dan Pemnchon | s=zara diam-
diam ditunjuk olch llennes sebagai administrator tanps izin
Debitar dan Para Penjamin lainnya dan tanpa Surst Kuasa
yang sah.
= Hebel International Gmbh & Co. adalah pergtahsay Jerman
yung merupakan induk p=nusahasa dari Termobon (PT. He-
bel indonesial.,
6.3 Pelaksanian Pembayarzen oleh Hames Kreditversichnomngs AG
(selanjutnya disebut “Hermes™)
Utang telah dibayar oleh Hermes Kreditversichnerungs AG rer-
bukii dari surat Pemohon Pailit | tanggal 26 April 2001 (Vide T-
Iuiggggut! Pemohon )
dengan perincian scbagai berikut :
Tanggal Jatuh Jumlah (Mang s=ruds: Pembeyaran
TempoPembayaran  (Dalam Mata Usng Deutsche Mark)

24 Oktober 1997 22.178.754,00 (sis2 yang belum di bayar)
31 Oktober 1997 ZL178.754.00 (sisa yeng belum di bayar)
24 Okwober 1997 22.918.045,00 (sisa yang behurs di bayar)
30 Olacker 1997 2037152609 (si=a yang belum di bayar)

scielah dibeyar 2.546.499.51
2€ Oktaber 1997 20371.585,09 (sisa yang belum di hayar)
satelah dibavar 2.546.495,51
2 November 1997 17.825.146,58 (sisa yeng belum di bayar)
setelah dibayar 2 546 499 51
30 April 1998 15278.697 .07 {sixs yang belum di bayar)
2eiclah dibaysr 7 546 499 51
2 November 1995 12732247 56 (sisa yang belien di bayar)
setelah dibayer 2 546 499,51
Jxﬂiﬂ:ﬁnmaﬁ.bnnmmnia.hmdin /T 153
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fi.4.

ST TR e S S RN WAL O Ty
setelah dibayar 2.546.459 5 |

7.639,348 58 (sisa yang belum di bayar)
sctelah dibayar 2 546.499,5 |

$.092.899,02 {sisa yang belum di bayar)
scietah dfhuyar 2 525,400 6]

2.546.449,51 (is3 yzng behum di bayer )
setelah dibayvar 7 546490 %]

Dndtalam surat testanggal 26 April 2001 tersebur jelag =

= Dinagdeas jumlahi jatch temps (tofal emaunt due}

— Divaraikan jumlah yang 1elah dibavar

= Disebutkan jumlh yang belum dibavar dengan mamaka

kata-kata "UNPAID® (“BELUM DIBAYAR™
Jadi jelas terbuktj «

(i} Setiap enam (6) bulan jumlah uiang yang belum dibayar
(unpaid) berkurang;

(i} Sisa utang yang belum dibayar adalah DM 2.546.449,51 {dua
Juta lima ratus empat puluh enam riby empat ratus empat
puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh satu sen) yang
belum jatub tempo sebab baru akan jatuh tempo tanggal 31
Oktober 2001 ;

mnﬂ.c-.__rﬂ EEHE Hermes juga diakui oleh Para Pemohon
iggiﬂgu.gﬁuarﬁa 1996
(Vide T-15) dan 12 *ni 1996 (Vide T-15 A) dan didalam Loan
Agreement tangzal 18 Mei 1995 (Vide T-3 jo. P-1).
Surat Pemnivon | tanggal 20 Maret 1995 (Vide T-15) menyebut-
kan sebagai berikut - :
“Please be aware the we are strictly obhiged o inform Her.
mes about any outstonding -ayment
Terjematan :
“Harap disadari bahwa kami secara ketat wi'h memberita-
hukan Hermes tentang setiap jumlah yang janih fempo unu’
dibayar"
Surat Pemohoa | tanggal 12 juni 1996 (Vide T-15.A) menyebut-
kan sebagai barikut : . s
“Due to Hermes reguiations we may nol disburse the loan

before checked the ke financing of the whole pridect s se1-
o i

31 Okiober | 908
30 April 2001
31 Ohxober 2000

. Turapoadenn Makbamal Agus. ¥/

Terjemaiian :
“Scbagai akibat peraturan dari Hermes, kami tidak dipat
memberikan pinjaman sebelum memeriksa bahwa pem-
biayaan selurub projek telah mapan™
= Pasal 13.]. dant Loan Agreemant (Vide T-9) jelns menyehut:
kan salnh sotu jaminan adalah Penanggungan (guoranior)
oleh Hermes Freditversichmérungs AG
- Bukti lain batwa utang kepada Para Pemohion Pailit teluh di-
bayar oleh Hermes datem kedudukannyas sebagal szluh satu
Peaangpung adalah :
Surar tangeal 3 Movember 1998 (Vide T-13) dimama dalam
prragraf kedus (2) dan sursttersebut berbiryi -
"Hermes is @ governmental owned organization thot i
Beving puaraties for experts and expert financing. Hermes
has taken over the guorantee of the K& loan fo jlebel
Indonesia according to the rules given by the govern.
ment. In case of this loan they have taken a guarantee
over 8025 of the foar. The rest of 20% remain in the rick
of the exporting company, In our case Hebel Interna-
tianal”
Pasal 1840 BW Uerounyi sebagai berikut -
"Si Penanggung yang felsh membayar, menggantikan
demi hukum segzla hak u1 berpiutang terhadap si bethu-
tang”
Maica berdasarkan Pasal 1840 BW ini Pemohon Pailit harus ditolsk sebab sesuai
dengan Prinsip “Persona staadis in judicic” temyata Para Pemonon Faiiit tidak
memenuhi symat sehagai Pemohon Pailit selaku kreditur sebab Para Pernohon
Pailit sudah bukan kreditur kecuali aias sisa utang yang baru akan jatuh tempo
tanggal 31 Oktober 2001 sebesar DM 2546 499,51 (dua juta lima ratus empat
pulch enam ribu empat ratus cmpat puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh
sSaiu *En).
Maka berdasarkan alasan-alasan penolakan dan bukti-bukti tersebut di atas dengan
ini Termehon Pailit memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan seba-
gai berikut ;
I, Menolek Permohonan Pailit dari Para Pemohia;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjunya Termohon mengsjukan tunggapan techadag
perbailan/perubahian Pemohon tanggal 20 Agustus 2001, dalam surstnya ter-
tangeal 22 Apestus 2001, sedangkan Para Pemohon mengajukan tmngkisan ter-

Vierisprudensi Mekgmahi Aging &) . L
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nadap wnpgapen Femohon tcisebut dengan suratnya tertanpeal 22 Apustus
2000;

Menimbany, bahwa untuk memperkuat dalil permoho annya, Para Pemo-
hon mengajulkan Bukif surat berupa foracopy yang ditempeli meteraj secukupnya
dan masing-masing dibesd tanda bulai sehagai berikut
1. Bukti P<] t Akla Perjanjtan ¥rediz (Loan Agreement) Mo, 169 lang.

ral 18 Mei 1995:

2. Bukti p-2 + Akta Pengalowan Hutang (Acknowledgenant af Indebred-
. nesn) No 91 tangpal 18 Mei 1995-

1 ok P-3 : Swrat Permyatazn dari Hebel Internanionzl Gmbh & O,
KG fanppal 28 Mei 2007

4. Bukti P-4 » Akla Permmyataan Jaminan Pribadi ((Fuarantee) ztas nama
Termahon No. | 70 tznggal 18 Mei 1995

3. Buki P-5 ! Putusan Peninjavan Kembali Mahkamah Apung Perkara
Kepaiitan No. 01/PEK/N/2000; :

6. — Bukti P-6.a - Surat dari Para Pemohon kepada Termohon ltertanpgal 3
November 2000;

— BuktiP-6b  : Surat dari Para Pemohon kepada Debitur tertanggal 2

November 2000;

7. - Bukti P-7.2 t Surat No, 078/GN/IV/I200! tanggal 2 April 2001
— Bukti P-7.0  © Surat No. 099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001;

— Bukti P-7.c  : Surat No. 107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001;
8 BukiP-8 : Sural dari Hermes Kreditversichnenmps AG tertangpal
21 Agustus 2001;
£.  Buki P9 : Surat dari Pemohon kepada Debitur teitanggal 3 April
2001;

Menimbang, bahwa bukti-bukti forccopy surat tersebut iclah dicocokkan
dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup kecuali Bukti ter-
tanda, P-6.b, P-8, serta P-9 hanya berupa Sfatocapy,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sang-alanmya pihak Termohon
mengajukan Bukti surat berupa fotocopy yang ditesap=li meterai secukupnya dan
masing-masing diberi tznda bukti sebagai berikut :

. Bukti T-] : Futusan No. 019 PK/N/2000, tangpal 20 Januari 2001,
perkara antara PT. Wataka General Insurance melawan
Frederick Rahmat HS.

2. BuktiT-2 ; Putusan No. 017 K/N/2001, tangga! 17 April 2001 antara

BPPN melawan PT. Comexindo Maritim;
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3. BuktiT3 : Makalah yang berfudul ; “Masalah Pailit Dikaitkan dengan
Guaranior”, karangan M. Yahya Harzhap;

4 Bukai T-4 . Putusan Mo, MMH___.__uq__.m.____@m_H__._uz.Fm_h.. tanzpal 2| Mo-
vember 1992, antara The Bank of Tokyo Ld, The
Hongkung and Shanghai Banking Coorporation o,
Grorebridge Bank Lid, melawan Subardjs Adisasmiio;

3 Bulai T-5 Pulusan No. TSBTAE1994PTSBY,, tanpeal 37 April
[ 994:
6. Buktj T-6 ¢ Pitusan No. 1009/ POT/1993/PT SBY,, tanggal 3t Marer

1992, perkars antara Citi Bank NA Cabang Sinpapura
melawan Ny, Sulastri Samsi;

7. Bukt T-7 : Putusan Mo, 922 K/PdU/1995, tanggal 31 Oktober |907:

8. Bukli T-8 : Corporate (iuaramee (Jaminan Pensahsan) dasf PT
Masterina Keramika Pratama, tangeal 18 Mei 1995

9. BukiTa s Loan Agreement (Perjanjian Kredit), tangeal 18 hici
1995;

10, Bukti T-10 * Letter of Undertaking (Jaminan) tangeal 18 Mei 1595,

1. Bukii T-11 * Perjanjian Hebel Plant Contract antara PT. Habel i=do-

nesia terhadep Hebel International Gmbh & Co. tanggal
24 Juni 1994;

12. Bukti T-1l.a : Perubshan Perjanjian First Amandement o confroct
tanggal 22 Juni 1994 antara antara PT. Hebel Indonesia
terhadap Hebel International Gmbh & Co. tanggal |0
Februari 19%5;

13, Bukti T-12 : Surat dari antara Hebel International Gmbh & Co. tang-
gal 5 Juni 2000 kepada antara 7T, Hebel Indonesia;

14. Bukt T-13 ¢ Surat dari PT. Hebe!l Indonesia terhadap Hehel [ntema-
tional Gmbh & Co. tanggal 3 Hovenber 1999:

15, BukiiT-14 : Surat Pennohoran Pailit | tanggal 26 Apri! 2091 yang
dialamatkan kepada FT. Hebel Indonesia (Debitur):
16. Dukti 7-15 : Surzs Pemohon | tanggal 20 Maret 1996:

17. Bukti T-iza : Surat Pemohon | tangeal 12 Juni 1994;

18. BuktiT-16  : Daftar perbedaan akifat hulum hak istimewa Perang-
gung (apabila dikesampingkan) dan akibar hukum

K=pailitan;
i9. Buokti T-17 : Garansi dari Hokiarto tanggal 18 Mei 1995;
20, Bukti T-18 : Engelbrech;
21. Bukti T-19 : Kamus Hubkum;
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